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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar. (QS. Al Baqarah 153) 
 Janganlah kamu bersikap tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu 
tentang sesuatu itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan 
akal itu akan dimintai pertanggung jawaban (oleh Allah). (QS. Al Isra 36) 
 Kebaikan  itu ialah sesuatu yang hati menjadi tenteram padanya, sedang 
dosa itu ialah apa yang terbetik dalam jiwa dan meragu-ragukan dalam hati, 
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sekalipun orang lain memfatwaimu (bahwa itu benar). (Sabda Rasulullah 
Muhammad SAW) 
 
Skripsi ini Penulis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Mama Tercinta 
2. Mas Gatot  ’Piet ST’ dan Koko Tersayang 
3. M. Arief Wijaksono, pengisi hari-hari 
indahku di Solo 
4. Almamaterku 
KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : ”PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN 
INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL 
GEMPOL – PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR”. 
Penulisan hukum ini membahas tentang proses pelaksanaan pengadaan lahan bagi 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan 
Provinsi Jawa Timur, dengan pokok pembahasan pelaksanaan inventarisasi, rencana 
musyawarah, dan kesepakatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaan 
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lahan tersebut yang mencakup hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut. 
Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, Penulis tetap berusaha 
menyelesaikan Penulisan Hukum ini sebagai tambahan pengetahuan khususnya 
mengenai proses pengadaan lahan bagi pembangunan sebuah jalan tol, yang notabene 
merupakan proyek besar milik Pemerintah. Penulis menyadari bahwa dalam 
Penulisan Hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu Penulis dengan besar 
hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya isi 
Penulisan Hukum ini. 
Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga 
Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat diselesaikan, terutama kepada : 
1. Bapak DR. Adi Sulistiyono, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang 
telah memberi izin kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. 
2. Bapak Pius Triwahyudi, SH, MSi selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum 
(Skripsi) yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membantu, 
membimbing, dan mengarahkan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum 
(Skripsi) ini. 
3. Bapak Soekasno, SH, SU selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu 
Penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS. 
4. Bapak dan Ibu Dosen FH UNS yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan 
pengalamannya, selama Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS, sehingga dapat 
dijadikan bekal bagi Penulis untuk siap dan berani menghadapi dan menjalani 
kehidupan di masa yang akan datang. 
5. Segenap karyawan di Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan warna 
tersendiri bagi Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di FH UNS. 
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6. Bapak Rudy CCN, ST, Bapak H. Jadi P. Utomo, Bapak Riki Firmansyah, Bapak 
Najih Sugianto, sebagai Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol 
Gempol-Pandaan dari Departemen Pekerjaan Umum, yang telah memberikan izin 
bagi Penulis untuk mengadakan penelitian skripsi dan memberikan tambahan 
pengetahuan bagi Penulis. 
7. Helmi ’Ririt’, Felix D Cat, Mas Pur, Mbak Jum dan Mega Precil yang telah 
mewarnai hari-hari Penulis selama mengadakan penelitian di Pasuruan. 
8. Bapak dan Mama tercinta yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk 
membesarkan dan mendidik Penulis. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku 
untuknya. Ku terus berjanji takkan khianati pintanya. Bapak dan Mama 
dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu, kan kubuktikan ku mampu 
penuhi maumu.... 
9. Mas Gatot ’Piet ST’ dan Koko tersayang, makasih atas dukungan, saran dan kasih 
sayangnya. 
10. M Arief Wijaksono, yang selalu mengisi hari-hari indahku setiap hari selama di 
Solo. Tetap berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Banyak dukungan, doa dan cinta 
untukmu mengarungi hidup. 
11. Keluarga besar Wonogiri, mbah kakung dan mbah putri yang tiada henti turut 
mendoakan kesuksesan bagi penulis. Keluarga Mojoroto, Mbak Yantini, Budhe 
Sam, Ana, Sherly, tempat curhat Penulis di kala penat. Makasih buat semuanya 
ya..... 
12. Keluarga besar Pacitan, terima kasih atas dukungan dan doanya. 
13. Sahabatku Mega, Gita, Rini, semoga kita masih tetap bisa bersahabat seperti ini. 
Isa Dwi Pratiwi, thanx dah mau ngedengerin semua curhatku. Moga-moga jarak 
dan waktu gak membatasi persahabatan kita. Leni D, teman berbagi cerita karena 
punya satu kesamaan, asma. Semoga kita berdua selalu sehat ya Len.... 
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14. Penghuni  Wisma Sekartaji II, Mbak You2n, Mba Tyas, Anik, Pepi Pepo, 
Endang, Reni, Agnes, Bekti, Mba Yuli, Mba Harsih, Iis, thanx for being my 
friends... 
15. Anak-anak angkatan 2002, kebersamaan kita selama ini gak akan pernah Penulis 
lupakan.  
16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu Penulisan Hukum ini. Terima kasih atas dukungan dan doanya. 
Demikian mudah-mudahan Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi 
kita semua. Amin. 
 




A. Latar Belakang 
 Pembangunan Nasional hingga saat ini masih dilaksanakan oleh Pemerintah 
Indonesia secara terus menerus, terarah, terpadu, dan terencana dalam rangka 
untuk mencapai Tujuan Nasional. Berbagai wujud nyata dari Pembangunan 
Nasional tersebut sudah dapat kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, 
sementara pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam mewujudkan Tujuan 
Nasional tersebut masih terus berlangsung semata-mata demi kesejahteraan 
masyarakat. 
 Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, diperlukan adanya 
pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap, di mana tujuan 
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dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat pada 
tahap berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan selalu berada 
pada jalur yang telah ditetapkan pada perencanaan pembangunan sebelumnya. 
Dengan demikian akan tercipta suatu landasan yang kuat dan keefisienan kerja 
dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang. 
 Pada masa pemerintahan saat ini, Pemerintah sedang mengarahkan 
pembangunan pada penyediaan fasilitas transportasi, dalam hal ini berupa 
pembangunan jalan di berbagai daerah di Indonesia. Jalan sebagai salah satu 
prasarana perhubungan merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan 
kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Jalan berperan 
penting untuk mewujudkan perkembangan antar daerah secara seimbang serta 
dalam memeratakan hasil-hasil pembangunan. Dengan semakin meningkatnya 
mobilitas fisik dan sosial masyarakat, peranan jalan semakin meningkat pula. 
Jalan dewasa ini bukan sekedar untuk mempermudah arus transportasi, melainkan 
pula berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan 
keamanan. 
 Dengan semakin meningkatnya peranan jalan, maka penyelenggaraan jaringan 
jalan dilakukan berdasarkan landasan hukum yang kokoh. Pemerintah telah 
menetapkan landasan kebijaksanaan penyelenggaraan jalan dengan beberapa 
landasan hukum, yaitu : 
1. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol 
 Pengadaan jalan diselenggarakan dengan mengutamakan pembangunan 
jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan 
pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Pengadaan jalan diwujudkan 
dalam suatu jaringan jalan yang hierarkis. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 
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Undang-undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa jenis-jenis jalan 
terdiri dari jalan umum, jalan tol, dan jalan khusus. 
 Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 
sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol (Pasal 1 butir 
2 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan). 
 Penyelenggaraan jalan tol memerlukan bidang-bidang tanah yang cukup luas 
dan karena itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan tol harus dilakukan 
dengan memperhatikan peran tokoh dalam kehidupan manusia dan prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Persoalan tentang tanah 
dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali karena 
sebagian besar penghidupannya bergantung pada tanah. 
 Mengingat masalah tanah adalah masalah yang sangat penting dan peka, maka 
dalam pengadaan tanah harus bersikap hati-hati, luwes, dan bijaksana dalam 
penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan terdapat dua kepentingan yang saling 
bertentangan yaitu kepentingan Pemerintah di satu pihak dan kepentingan 
masyarakat di pihak lain. Untuk itu perlu adanya pendekatan yang dapat diterima 
dan dimengerti masyarakat. Maka perlu ditanamkan pengertian kepada 
masyarakat bahwa tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang ditegaskan dalam 
Pasal 6 UUPA : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. 
 Hal tersebut menjelaskan bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada 
seseorang tidak boleh semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya, 
tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga memberikan manfaat bagi 
kepentingan masyarakat dan negara. Dengan adanya keseimbangan di antara dua 
kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai ketertiban dan kesejahteraan 
seluruh rakyat (Sudargo Gautama, 1981:21). 
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Dalam pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagai suatu cara dalam 
pengadaan tanah terutama pembangunan jalan tol seringkali diwarnai dengan 
adanya sengketa yang berlarut-larut, akibat tidak adanya kesepakatan mengenai 
harga ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat sebagai 
pemegang hak atas tanah. 
 Oleh sebab itu dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut dilakukan 
musyawarah antara Panitia Pengadaan Tanah, masyarakat sebagai pemegang hak 
atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dalam hal ini 
Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang salah satu tugas 
dan kewajibannya meliputi bidang penyelenggaraan jalan, termasuk jalan tol. 
Musyawarah dilaksanakan sebagai suatu proses atau kegiatan saling mendengar 
dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas 
kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dengan pihak yang 
memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti kerugian. 
 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan 
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan 
bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas 
tanah. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan suatu tindakan awal 
dari pemerintah melalui pengadaan tanah dalam rangka melepaskan hubungan 
hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan 
memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. 
 Di samping itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan yaitu untuk dapat bekerjasama dengan Pemerintah seperti 
pernyataan dari Pasal 18 UUPA bahwa : 
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“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan 
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang”. 
 Dapat pula dikatakan  bahwa pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat 
mengenai hak-hak atas tanah. Jadi pelepasan dan penyerahan hak atas tanah 
dimungkinkan, tetapi terikat dengan syarat-syarat penghormatan hak atas tanah 
itu sendiri yaitu pemberian ganti kerugian yang layak serta memperhatikan 
peranan tanah dalam kehidupan manusia. 
 Pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dari 
masyarakat, yang hak atas tanahnya dibebaskan, dan kelak dapat digunakan oleh 
masyarakat yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari 
keberadaan jalan tol tersebut. 
 Untuk meminimalkan berlarutnya proses pembebasan tanah dalam proses 
pembangunan jalan tol  kiranya perlu disepakati bahwa pengorbanan pemegang 
hak atas tanah diberi imbalan berupa ganti kerugian baik dalam bentuk fisik 
maupun nonfisik yang memungkinkan yang bersangkutan melanjutkan 
kehidupannya karena kesejahteraan sosial ekonominya tidak mengalami 
penurunan setelah tanahnya dibebaskan. 
 Perlu disadari bahwa hak seseorang atas tanah merupakan hak ekonomi yang 
dijamin dalam konstitusi. Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 (18 Agustus 
2000), hal ini dimuat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H Ayat 
(4). Konsekuensinya, tindakan pengurangan atau peniadaan hak seseorang atas 
tanah karena diperlukan  pihak lain harus diatur dalam undang-undang. (Maria 
S.W Sumardjono, 2005 : 98 – 99). 
 Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum terbit 3 Mei 2005. Perpres 
ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 
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1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. Namun, ada beberapa catatan mengenai Perpres ini yaitu : 
 Pertama, dalam Konsiderans disebutkan, pengadaan tanah dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. 
Pertanyaannya, prinsip penghormatan itu diberikan kepada hak atas tanah 
(obyek), atau kepada pemegang hak atas tanah (subyek)? Karena konstitusi 
menjamin hak seseorang (subyek) atas tanah (obyek) yang merupakan hak 
ekonominya, maka lebih tepat prinsip penghormatan diberikan kepada subyek. 
 Kedua, pengertian kepentingan umum. Menurut Perpres kepentingan umum 
adalah kepentingan sebagian besar masyarakat, tanpa pembatasan. Dalam 
Keppres, kepentingan umum, kepentingan seluruh lapisan masyarakat dibatasi 
dengan tiga kriteria yakni, kegiatan pembangunannya dilakukan dan selanjutnya 
dimiliki pemerintah serta tidak digunakan mencari keuntungan. Pengadaan tanah 
oleh pihak swasta dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain 
yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak bersangkutan. 
 Ketiga, ganti rugi atas kerugian yang bersifat fisik dan non fisik. Keppres 
tidak memuat ganti kerugian yang bersifat non fisik. Perpres tidak menjabarkan 
lebih lanjut bentuk ganti kerugian non fisik tersebut.  
 Keempat, Perpres dan Keppres tidak menjabarkan permukiman kembali 
sebagai alternatif bentuk ganti kerugian. Ketentuan tentang permukiman kembali 
seyogyanya memuat tentang : siapa yang berhak atas relokasi, syarat kelengkapan 
lokasi permukiman kembali, dan hak-hak peserta relokasi. 
 Kelima, peran dan kedudukan Panitia Pengadaan Tanah (Panitia). Secara 
garis besar Perpres merujuk Keppres. Namun, ada perbedaan dalam kesan 
independensi Panitia menurut Keppres dan Perpres. Perpres menyebutkan, 
musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama 
Panitia, dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Sedangkan  Keppres 
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menyebutkan, musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas 
tanah bersangkutan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Perpres 
mengesankan, Panitia merupakan partisipan dalam musyawarah, sedangkan 
dalam Keppres Panitia terkesan lebih independen. Untuk masa mendatang, panitia 
harus berperan sebagai fasilitator yang independen. 
 Keenam, penitipan ganti kerugian kepada pengadilan negeri berdasarkan dua 
alasan, yakni kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat 
dipindahkan secara teknis tata ruang ke lokasi lain dan musyawarah telah berjalan 
selama 90 hari kalender namun tidak dicapai kata sepakat. Keppres tidak memuat 
ketentuan serupa itu. Perpres ini telah keliru menerapkan konsep penitipan ganti 
kerugian yang dianalogikan dengan konsep penitipan yng terkait utang piutang 
dalam Pasal 1404 KUHPerdata. 
 Selangkah lebih maju dibandingkan dengan Keppres, Perpres memuat 
ketentuan tentang Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah, yang berfungsi 
menetapkan ganti kerugian atas tanah sebagi bahan bagi Panitia untuk mengawali 
musyawarah. 
 Di antara berbagai permasalahan dalam Perpres no. 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, 
pengertian kepentingan umum dan penjabarannya dalam sebagian kegiatannya 
semakin mempertegas bahwa Perpres ini sarat permasalahan. Kepentingan umum 
merupakan hal yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi 
sangat kompleks ketika diimpementasikan. Pemberian makna kepentingan umum 
tampaknya seiring sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintah. Ketika 
orientasinya lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, maka kepentingan 
umum cenderung didefinisikan secara luas. Sebaliknya, bila pertumbuhan 
ekonomi tidak menjadi fokus, kepentingan umum cenderung didefinisikan secara 
sempit.  
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Hingga saat ini, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 606 km di mana 76% 
dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan selebihnya oleh perusahaan swasta, di mana 
di Propinsi Jawa Timur terdapat 2 ruas jalan tol yang telah beroperasi yakni ruas 
jalan tol Surabaya-Gresik dan Surabaya-Gempol. 
 Belakangan ini, kebutuhan akan jalan tol di seluruh wilayah yang 
pertumbuhan pembangunannya cukup pesat, menjadi semakin meningkat, 
termasuk Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur dan merupakan kota 
terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, memerlukan penyediaan aksesibilitas 
yang tinggi dengan kota-kota lain dalam wilayah Jawa Timur. 
 Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memutuskan untuk membangun jalan 
baru, berupa sistem jalan tol yang terdiri atas 4 (empat) jalur koridor utama dari 
Surabaya, yaitu : 
1. Jalan Tol Surabaya-Gresik, untuk koridor Barat-Laut 
2. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, untuk koridor Barat-Daya 
3. Jembatan Tol Surabaya-Madura, untuk koridor Utara 
4. Jalan Tol Surabaya-Malang, untuk koridor Selatan 
 Pada koridor Selatan, Surabaya-Malang, akan dibangun pula jalan tol ke arah 
timur yang dimulai dari antara Gempol dan Pandaan yaitu : 
- Jalan tol Pandaan-Pasuruan 
- Jalan tol Pasuruan-Probolinggo 
Kedua segmen tersebut masih dalam tahap Studi Kelayakan. 
 Pembangunan Jalan Tol Surabaya – Malang, terdiri dari : segmen Surabaya – 
Gempol, yang telah dioperasikan sejak tahun 1986 dan segmen Gempol – Malang 
yang telah selesai dikerjakan Studi Kelayakan pada tahun 1991 oleh URS 
International, Inc / Trans Asia Engineering bekerja sama dengan Biec 
International, Inc. 
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Dalam laporan studi kelayakan tersebut, segmen Jalan Tol Gempol – Malang 
dibagi atas 4 (empat) seksi, yaitu : 
1. Seksi 1 = Gempol – Pandaan. 
2. Seksi 2 = Pandaan – Purwosari. 
3. Seksi 3 = Purwosari – Lawang 
4. Seksi 4 = Lawang – Malang. 
 Seksi 1 yaitu segmen Gempol – Pandaan yang saat ini pada tahun penentuan 
rute Definitive Plan yang akan dilanjutkan dengan Rencana Teknik Akhir dan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 
 Seksi 2, 3, dan 4 disatukan menjadi segmen pandaan – malang, yang saat ini 
berada pada tahap Kaji-Ulang Studi Kelayakan yang dilanjutkan dengan 
penyusunan Land Plan. 
 Selanjutnya sesuai dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL. 01.03-
MN/150 tanggal 28 April 1995 maka PT Jasa Marga (Persero) yang bekerja sama 
dengan PT Margabumi Matraraya ditunjuk sebagai Penyelenggara Jalan Tol 
Gempol – Pandaan. Sedangkan untuk Studi Perencanan Pembangunan Jalan Tol 
Gempol – Pandaan, PT Buana Archicon ditunjuk sebagai Konsultan Perencana. 
 Sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, dikeluarkan 
Keppres No. 39 tahun 1997 pada tanggal 20 September 1997 Tentang 
Penangguhan / Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik 
Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah / Badan Usaha Milik 
Negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan besar milik Departemen 
Pekerjaan Umum, yaitu Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 
seluas 1.696,40 km, termasuk salah satunya yaitu status ruas Jalan Tol Gempol – 
Pandaan adalah Dikaji Kembali. 
 Sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik, telah 
dikeluarkan Keppres No. 64 Tahun 2000 pada tanggal 8 Mei 2000 tentang 
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Perubahan Struktur Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha 
Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah / Badan Usaha Milik 
Negara yang semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali, di mana status ruas Jalan 
Tol Gempol – Pandaan adalah Diteruskan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian mengenai pengadaan tanah dan menyusun dalam sebuah penulisan 
hukum (Skripsi) dengan judul: PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN 
INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGUNAN JALAN 
TOL GEMPOL – PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR. 
B. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang 
hendak diteliti, sehingga mempermudah dalam serta mencapai sasaran yang 
diinginkan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah 
:
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan Jalan Tol 
Gempol-Pandaan yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa 
Timur? 
2. Bagaimanakah tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam pengadaan 
lahan proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan yang berlokasi di Kabupaten 
Pasuruan Jawa Timur? 
3. Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pengadaan lahan 
proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan dan bagaimana upaya-upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
C. Tujuan Penelitian 
 Setiap penelitian baik yang dilakukan perseorangan maupun kelompok pasti 
mempunyai suatu tujuan, dimana tujuan tersebut dapat dicapai dari penelitian. 
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Tujuan penelitian diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 
dengan maksud penelitian. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kebijakan dalam 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan yang berlokasi di Kabupaten 
Pasuruan Provinsi Jawa Timur. 
b. Untuk mengetahui apa sajakah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan 
pengadaan lahan yang telah dilakukan pada proyek Jalan tol Gempol-
Pandaan.  
c. Untuk mengetahui apa dan bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui 
dalam pelaksanaan pengadaan lahan pada proyek tersebut, serta upaya-
upaya apa saja yang akan dan sedang sdilakukan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut demi memperlancar jalannya proses 
pengadaan lahan pada proyek Jalan tol gempol-Pandaan yang berlokasi di 
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman penulis dalam 
bidang ilmu Hukum Agraria. Khususnya mengenai pengadaan lahan bagi 
pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan Kabupaten Pasuruan Jawa 
Timur. 
b. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan peneliti dalam 
mengungkapkan suatu keadaan melalui suatu kegiatan yang obyektif, 
sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan berpikir 
dari peneliti. 
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c. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 
untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian yang diadakan penulis ini dapat digunakan sebagai 
bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan 
sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang Pengadaan Lahan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang 
dihadapi dalam masalah pengadaan lahan. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengadaan 
lahan. 
E. Metode Penelitian 
 Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila dilakukan dengan 
metodologi yang tepat seperti diterangkan oleh Winarno Surachmad sebagai 
berikut : 
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“Suatu tulisan, karangan atau penelitian disebut ilmiah apabila pokok-pokok 
pikiran yang dikemukakan, disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan 
menggunakan pembuktian-pembuktian yang meyakinkan oleh karena dilakukan 
dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai test dan penelitian” 
(Winarno Surachmad, 1990:4). 
 Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai 
tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan 
penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode tertentu (Sutrisno Hadi, 
1989:4). 
 Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang 
ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi 
(Soerjono Soekanto, 1984:6). 
 Dengan demikian metodologi merupakan suatu unsru yang mutlak harus ada 
dalam sebuah penelitian. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
:
1. Jenis Penelitian 
 Sesuai dengan masalah yang disajikan maka pendekatan yang terbaik yang 
dapat digunakan adalah penelitian yuridis empiris atas penelitian yuridis 
sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Apabila 
dilihat dari sifatnya merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. 
Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya. 
Sedang apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka penelitian ini 
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merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact 
finding) (Soerjono Soekanto, 1986:10). 
 Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
dilakukan untuk lebih berupaya memahami sesuatu secara lebih cermat dan 
dilakukan apabila data yang terkumpul hanya berwujud kata-kata dan gambar-
gambar bukan angka-angka (Lexy J. Moleong, 1994:6). 
 Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini karena 
penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang bagaimanakah pelaksanaan pengadaan lahan bagi 
pembangunan jalan tol Gempol - Pandaan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. 
2. Lokasi Penelitian 
 Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah yang terkena proyek 
pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. 
3. Jenis Data 
 Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang 
paling relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti. Namun demi 
kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan disimpulkan 
pula data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok. 
 Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 
 Merupakan sejumlah data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan 
atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui suatu penelitian di 
lapangan. Dengan penelitian di lapangan itu diharapkan akan 
mendapatkan hasil yang sebenarnya pada obyek yang diteliti. 
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b. Data Sekunder 
 Merupakan sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara 
tidak langsung, yaitu dari studi kepustakaan yaitu yang berupa sejumlah 
keterangan atau fakta dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-
dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan dan sebagainya 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:2). 
4. Sumber Data  
 Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Sumber Data Primer 
 Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah Departemen 
Pekerjaan Umum selaku Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan bagi 
pembangunan jalan tol Gempol – Pandaan. 
b. Sumber Data Sekunder 
 Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data 
primer. Dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, 
dokumen resmi, dan data tertulis dari Departemen Pekerjaan Umum.  
2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, hasil penelitian 
sebelumnya. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat 
disebutkan sebagai berikut : 
a. Studi kepustakaan (library research) 
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Pada metode ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data 
dengan mempelajari : 
1) Buku-buku literatur 
2) Peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, khususnya 
pengadaan tanah, peraturan perundang-undangan tentang jalan dan 
jalan tol, serta peraturan lain yang ada hubungannya dengan penelitian 
ini. 
3) Dokumen 
4) Majalah hukum 
b. Studi lapangan (field research) 
Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek 
penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data 
dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik pengumpulan data dengan 
cara observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 
pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian, serta wawancara 
dengan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu dalam pedoman interview 
hanya mencantumkan pokok-pokok penting yang ditanyakan, selanjutnya 
di dalam bertanya dapat dilakukan bebas dalam kalimatnya sendiri 
sehingga setiap informasi dapat digali secara mendalam. Wawancara 
dilakukan dengan para pegawai Departemen Pekerjaan Umum yang 
ditugaskan untuk menangani proyek Pengadaan Lahan Tol Gempol – 
Pandaan. 
6. Teknik Analisis Data 
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Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 
berikutnya yang harus dimasuki adalah analisis data. Pada tahap ini data yang 
dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat 
digunakan untuk menjawab permasalahan. 
 Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif dengan model interaktif (Interactive Model of Analysis) yaitu data 
yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, mereduksi data, 
menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan 
suatu proses siklus antar tahap-tahap tersebut, sehingga data yang berkumpul 
akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. 
 Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu tata cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang 
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
 Menurut H.B. Sutopo ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari 
tahap analisis data, yaitu : 
a. Reduksi Data 
 Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 
fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan 
tertulis di lapangan (fieldnote) dan mengatur data sehingga kesimpulan 
akhir dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir 
penelitian selesai ditulis. 
b. Sajian Data 
 Adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 
dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau 
skema, jaringan kerja juga tabel. Dengan melihat sajian-sajian data itu 
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dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, 
lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas 
pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. 
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
 Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal 
yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-
peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 
alur sebab akibat dari berbagai proposisi kesimpulan yang diverifikasi 
yang berupa suatu pengulangan gerak cepat sebagai pikiran kedua yang 
timbul terlintas pada penelitian pada waktu menulis akhirnya penulis 
mengambil kesimpulan. 
 Aktivitas penelitian yang dilakukan merupakan suatu proses siklus di 
antara komponen-komponen tersebut sehingga data yang didapat akan 
benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti. 
Agar lebih jelas, teknik analisis data pada penelitian ini akan digambarkan 
sebagai berikut : 
Gambar : “Interactive Model of Analysis”
Adapun proses analisis interaktif dimulai pada waktu pengumpulan 
data penelitian. Peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data, 
Pengumpulan Data 
Penarikan Kesimpulan 
Penyajian Data Reduksi Data 
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kemudian diseleksi, disederhanakan, membuang hal-hal yang tidak 
relevan kemudian diadakan penyajian data. Sajian data yaitu rangkaian 
organisasi informasi atau data yang memungkinkan untuk ditarik 
kesimpulan. 
 Bila data yang ada kurang lengkap, maka wajib dilakukan 
pengumpulan data yang mendukung kembali. Setelah data terkumpul 
secara lengkap kemudian direduksi dan diadakan data kembali yang 
susunan penyajiannya secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat 
dilakukan berdasarkan data tersebut. 
 Model analisis data ini merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti 
harus bergerak di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan 
data, selanjutnya bergerak bolak balik di antara kegiatan reduksi, 
penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu 
penelitian. 
F. Sistematika Penulisan 
 Penulisan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan dibagi 
dalam subbab-subbab, untuk mempermudah dalam mendalami materi, yang akan 
diteliti sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Pendahuluan mencakup latar belakang, Perumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Berisi kajian pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan 
pengadaan tanah beserta peraturan perundang-undangan. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang 
terdapat dalam perumusan masalah mengenai pengadaan lahan 
bagi pembangunan jalan tol Gempol – Pandaan yang berlokasi di 
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. 
 
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 





A. Kerangka Teoritis 
1. Pengertian Pengadaan Tanah
Dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan 
Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan tentang tanah atau 
dengan pencabutan hak atas tanah. 
 Istilah “Pengadaan Tanah” juga terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Istilah 
ini dimaksudkan untuk keperluan pelaksanaan konstruksi yang akan dimulai 
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setelah Pengadaan Tanah selesai sekurang-kurangnya pada bagian ruas jalan 
tol yang layak dioperasikan. 
2. Pengaturan Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah pada dasarnya merupakan suatu usaha penyediaan tanah 
untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum. 
 Pengaturan mengenai pengadaan tanah terdapat dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 yang dibuat untuk menyempurnakan 
Peraturan Pengadaan Tanah yang sebelumnya yaitu Keputusan Presiden 
Republik Indonesia No. 55 tahun 1993, yang pada saat pemberlakuan Keppres 
RI No. 55 Tahun 1993 tersebut, telah dibuat berbagai peraturan lama yang 
sudah dianggap tidak sesuai lagi misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 2 Tahun 1976. namun, ada beberapa hal yang patut dicermati dalm 
Perpres ini, yaitu : 
 Pertama, dalam Konsiderans disebutkan, pengadaan tanah dilakukan 
dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas 
tanah. Pertanyaannya, prinsip prinsip penghormatan itu diberikan kepada hak 
atas tanah (obyek) atau kepada pemegang hak atas tanah (subyek)? Karena 
konstitusi menjamin hak seseorang (subyek) atas tanah (obyek) yang 
merupakan hak ekonominya, maka lebih tepat prinsip penghormatan diberikan 
kepada subyek. 
 Kedua, pengertian kepentingan umum. Menurut Perpres kepentingan 
umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat, tanpa pembatasan. 
Dalam Keppres, kepentingan umum, kepentingan seluruh lapisan masyarakat 
dibatasi dengan tiga kriteria yakni kegiatan pembangunannya dilaksanakan 
dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan mencari 
keuntungan. Pengadaan tanah oleh pihak swasta dilakukan dengan cara jual 
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beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-
pihak bersangkutan. 
 Ketiga, ganti rugi atas kerugian yng bersifat fisik dan non fisik. Keppres 
tidak memuat ganti kerugian yang bersifat non fisik. Perpres tidak 
menjabarkan lebih lanjut bentuk ganti kerugian non fisik itu.  
 Keempat, Keppres dan Perpres tidak menjabarkan permukiman kembali 
sebagai alternatif bentuk ganti kerugian. Ketentuan tentang permukiman 
kembali seyogyanya memuat tentang : siapa yang berhak atas relokasi, syarat 
kelengkapan lokasi permukiman kembali, dan hak-hak peserta relokasi. 
 Kelima, peran dan kedudukan Panitia Pengadaan Tanah (Panitia). Secara 
garis besar Perpres merujuk Keppres. Namun, ada perbedaan dalam kesan 
independensi Panitia menurut Keppres dan Perpres. Perpres menyebutkan, 
musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah 
bersama Panitia, dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Sedangkan 
Keppres menyebutkan, musyawarah dilakukan secara langsung antar 
pemegang hak atas tanah bersangkutan dan instansi pemerintah yang 
memerlukan tanah. Perpres mengesankan, Panitia merupakan partisipan dalam 
musyawarah, sedangkan dalam Keppres Panitia terkesan lebih independen. 
Untuk masa mendatang, Panitia harus berperan sebagai fasilitator yang 
independen. 
 Keenam, penitipan ganti kerugian kepada pengadilan negeri berdasarkan 
dua alasan, yakni kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak 
dapat dipindahkan secara teknis tata ruang ke lokasi lain dan musyawarah 
telah berjalan selama 90 hari kalender namun tidak dicapai kata sepakat. 
Keppres tidak memuat ketentuan serupa itu. Perpres ini telah keliru 
menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada pengadilan yang 
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dianalogikan dengan konsep penitipan yang terkait utang piutang dalam Pasal 
1404 KUHPerdata.  
3. Fungsi Sosial Pengadaan Tanah
Masalah keagrariaan pada umumnya dan masalah pertanahan pada 
khususnya adalah merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan 
sensitif sekali sifatnya karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik 
bersifat sosial, ekonomi, politik, psikologis dan lain sebagainya. Sehingga 
dalam penyelesaian masalah ini bukan hanya khusus memperhatikan aspek 
yuridisnya tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya 
agar supaya penyelesaian persoalan tidak berkembang menjadi persoalan baru 
yang labih rumit. 
 Di dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa “Semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua 
hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak lebih digunakan hanya 
semata-mata untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaan tanah tersebut 
harus juga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat dan 
negara. 
 Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Umum fungsi sosial hak atas 
tanah bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat 
dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) 
semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan 
dengan keadaan yang sifatnya daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi 
kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bermanfaat 
pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan itu tidak 
berarti, bahwa kepentingan perseorangan, akan terdesak sama sekali oleh 
kepentingan umum (masyarakat). Undang -    Undang Pokok Agraria (UUPA) 
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memperhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan 
kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada 
akhirnya akan tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan 
kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. 
 Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA 
mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain : 
a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang 
merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-
hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep 
Hukum Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang 
mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik 
Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan 
ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 
b. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang 
mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. 
Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan 
tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga 
harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan 
adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 
masyarakat. 
c. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak 
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan 
keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. 
Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik 
dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan 
tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi 
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juga masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu 
tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang 
bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan 
hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan 
tanah. 
4. Jenis – jenis Hak Atas Tanah
Dalam Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) disebutkan 
bahwa jenis-jenis hak atas tanah terbagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu : 
a. Hak Milik 
b. Hak Guna Usaha 
c. Hak Guna Bangunan 
d. Hak Pakai 
e. Hak Sewa 
f. Hak Membuka Tanah 
g. Hak Memungut Hasil Hutan 
h. Hak – hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 
Hak atas tanah yang paling utama dan yang paling berhubungan dengan 
hal pengadaan tanah untuk pembangunan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 
Ad. a). Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, yang 
dimaksud dengan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam 
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Pasal 6. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Milik 
merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan 
kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas tanah 
Hak Milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau 
Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir sama dengan 
kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah 
kepada warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama tetapi dapat dikatakan 
mirip dengan eigendom atas tanah menurut Kitab Undang – Undang Hukum 
Perdata, yang memberikan kewenangan yang (paling) luas pada pemiliknya, 
dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang 
Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa : ”semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial”. 
Undang – Undang Pokok Agraria juga menyebutkan dalam Pasal 21, 
bahwa pada dasarnya Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga 
Negara Indonesia saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan 
badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar 
negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, yaitu :  
- Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara) 
- Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan 
berdasarkan atas Undang – Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran 
Negara Tahun 1958 No. 139) 
- Badan-badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian / Agraria 
setelah mendengar Menteri Agama. 
- Badan-badan Sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian / Agraria 
setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. 
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Ini berarti selain Warga Negara Indonesia, dan badan-badan yang ditunjuk 
dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tidak ada pihak lain yang dapat menjadi 
pemegang Hak Milik atas tanah di Indonesia. Dengan ketentuan yang 
demikian berarti setiap orang tidaklah dapat dengan begitu saja melakukan 
pengalihan dengan Hak Milik atas tanah. Ini berarti  Undang – Undang Pokok 
Agraria memberikan pembatasan peralihan Hak Milik atas tanah. Agar Hak 
Milik atas tanah dapat dialihkan, maka pihak terhadap siapa Hak Milik atas 
tanah tersebut hendak dialihkan haruslah merupakan orang perorangan Warga 
Negara Indonesia, atau badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tersebut. 
Hapusnya Hak Milik dapat dilakukan dengan cara sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 27 Undang – Undang Pokok Agraria, yaitu : 
1). Tanahnya jatuh kepada negara : 
a). Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 
Menurut ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Pokok Agraria, 
yang menyatakan bahwa:”untuk kepentingan umum, termasuk 
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, 
hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang 
layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. 
Ketentuan Pasal 18 ini selanjutnya dilaksanakan dengan Undang – 
Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah 
dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Dengan diberikannya 
mekanisme tersebut, maka diharapkan agar pencabutan hak yang 
dilakukan tidak merugikan kepentingan dari pihak-pihak tertentu, 
khususnya mereka yang hak atas tanahnya dicabut. 
b). Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 
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Hapusnya Hak Milik karena penyerahan sukarela berhubungan erat 
dengan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 yang menentukan bahwa 
pengadaan tanah semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan 
kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum, yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah, dan pengadaan tanah selain untuk 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah 
dilaksanakan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang 
disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Penyerahan sukarela ini sengaja dibuat untuk kepentingan negara, 
yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah. Pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan hak 
atas tanah. 
c). Karena ditelantarkan 
Pengaturan mengenai tanah yang telantar dapat ditemukan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Telantar. Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini 
mengatur mengenai kriteria tanah telantar, yang di dalamnya meliputi 
Hak Milik, dengan rumusan sebagai berikut : 
Pasal 3 
Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau 
Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah telantar apabila 
tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh 
pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan 
tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. 
Pasal 4 
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Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang 
tidak dimaksudkan untuk dipecah menjadi beberapa bidang 
tanah dalam rangka penggunaannya tidak dipergunakan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 3, apabila tanah tersebut tidak 
dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya menurut Rencana 
Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada waktu permulaan 
penggunaan atau pembangunan fisik di atas tanah tersebut. 
 
Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud 
dengan tanah yang telantar adalah : 
- Tanah yang tidak dimanfaatkan dan/atau dipelihara dengan baik, 
- Tanah yang tidak dipergunakan dengan sesuai dengan keadaan, 
sifat atau tujuan dari pemberian haknya tersebut. (Kartini Muljadi 
dan Gunawan Widjaja, 2004 : 137). 
Selanjutnya atas bidang tanah yang dinyatakan telantar tersebut, 
ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 
memberikan sanksi berupa tindakan yang dapat diambil terhadap tanah 
tersebut, yaitu penguasaan tanah telantar tersebut langsung oleh 
negara, dengan memberikan ganti rugi kepada bekas pemegang 
haknya, yang dibebankan kepada pemegang hak yang baru 
berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, 
ketentuan ini dapat melahirkan adanya penyelundupan hukum. Dalam 
hal ini, dengan alasan suatu bidang tanah telah ditelantarkan, pihak-
pihak tertentu yang berkepentingan dimungkinkan untuk memperoleh 
bidang tanah yang dikehendakinya tersebut dengan harga murah. 
d). Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) 
Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Pokok 
Agraria menentukan bahwa : 
115
Pasal 21 
(3). Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini yang 
memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa pewarisan atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga 
Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah 
berlakunya undang-undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam 
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 
tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak 
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, 
dengan ketentuan bahwa hak-hak phak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung. 
Pasal 26 
(2). Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada 
orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaran 
asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan 
oleh pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah 
batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan 
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh 
pemilik tidak dapat dituntut kembali. 
Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari 
rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria yang 
menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat 
memperoleh Hak Milik Atas Tanah. 
2). Tanahnya musnah 
Jika kita kembali kepada pengertian dasar hak-hak atas tanah, dan 
khususnya Hak Milik Atas Tanah, maka sangat jelaslah bahwa pada 
dasarnya hak-hak atas tanah tersebut, termasuk Hak Milik Atas Tanah 
bersumber pada keberadaan atau eksistensi dari suatu bidang tanah 
tertentu. Dengan musnahnya bidang tanah yang menjadi dasar pemberian 
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hak atas tanah oleh negara, maka demi hukum hak atas tanah tersebut, 
termasuk Hak Milik Atas Tanah menjadi hapus. 
Ad b). Hak atas tanah selanjutnya yang diatur dalam Undang – Undang 
Pokok Agraria adalah Hak Guna Usaha, yang pengertiannya dijabarkan  
dalam Pasal 28, yang berbunyi : 
Pasal 28 
(1). Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan 
pertanian, perikanan, atau peternakan. 
(2). Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling 
sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 
hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak 
dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
(3). Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Dari definisi atau pengertian yang diberikan tersebut di atas, dapat 
diketahui bahwa yang dinamakan dengan Hak Guna Usaha adalah hak yang 
diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau 
perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. 
Pasal 30 Undang – Undang Pokok Agraria menentukan, bahwa yang 
menjadi subyek hukum Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia, 
serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. Mengenai badan hukum Indonesia ini, perlu 
diperhatikan bahwa untuk menjadi badan hukum Indonesia menurut Pasal 30 
harus memenuhi kedua syarat ini, yaitu: 
1). Didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia 
2). Berkedudukan di Indonesia 
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Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap badan hukum, selama 
didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia dapatlah menjadi pemegang Hak Guna Usaha. 
Dengan ini berarti, dengan tidak mempertimbangkan sumber asal dana yang 
merupakan modal dari badan hukum tersebut, selama badan hukum tersebut 
memenuhi kedua kriteria tersebut di atas, maka badan hukum tersebut 
dapatlah menjadi pemegang Hak Guna Usaha. Terhadap perusahaan-
perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal, baik Penanaman 
Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, harus diperhatikan 
terlebih dahulu ketentuan mengenai Izin Lokasi, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 
Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 
Selanjutnya dalam hal pemegang Hak Guna Usaha tersebut tidak lagi 
memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 3 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan sebagai berikut : 
Pasal 3 
(1). Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 
satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna 
Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
(2). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Hak Guna Usaha itu tidak dilepaskan atau dialihkan, Hak 
Guna Usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya 
menjadi tanah negara. 
 
Pasal 29 Undang – Undang Pokok Agraria yang kemudian dijabarkan 
lebih lanjut dalam Pasal 8 hingga Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 
Atas Tanah, mengatur mengenai ketentuan jangka waktu berlakunya Hak 
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Guna Usaha yaitu waktu antara 25 tahun hingga 35 tahun, dengan ketentuan 
bahwa Hak Guna Usaha tersebut, setelah berakhirnya jangka waktu 25 tahun 
hingga 35 tahun tersebut, masih dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun 
berikutnya. Perpanjangan waktu Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk 
waktu maksimum (selama-lamanya) enam puluh tahun, dengan ketentuan 
bahwa : 
1). Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan 
tujuan pemberian hak tersebut. 
2). Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 
pemegang hak. 
3). Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. (Kartini 
Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 155). 
Berdasarkan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1996 dapat disimpulkan bahwa : 
a). Pemberian Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan berdasarkan 
Keputusan Pemerintah, melalui pejabat yang berwenang, atas Tanah 
Negara, yang merupakan tanah yang dikuasai negara, dan tidak telah 
diberikan hak atas tanah lainnya kepada pihak lain. 
b). Oleh karena pemberian Hak Guna Usaha ini termasuk dalam sesuatu 
hal yang berada dalam lapangan publik, maka pendaftaran yang 
diwajibkan terhadap pemberian Hak Guna Usaha ini juga penentuan 
saat lahirnya Hak Guna Usaha tersebut. Tanpa adanya pendaftaran 
tersebut, tidak pernah ada Hak Guna Usaha sama sekali, meskipun 
untuk itu telah dikeluarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang. 
c). Ketentuan mengenai pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas 
tanah juga dapat ditemukan pengaturannya dalam Peraturan 
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Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang dimulai dari Pasal 37 hingga 
Pasal 46, yang pada intinya mengatur bahwa : 
(1). Peralihan Hak Guna Usaha, yang dilakukan dengan cara jual-beli, 
tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui 
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 
dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang. 
(2). Agar peralihan Hak Guna Usaha dapat terselenggara dengan benar, 
maka seorang PPAT yang akan membuat akta peralihan Hak Guna 
Usaha tersebut harus memastikan mengenai Hak Guna Usaha yang 
akan dialihkan tersebut, dan mengenai kewenangan bertindak dari 
pihak yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan atas tanah 
tersebut. Sehubungan dengan obyek hak atas tanah yang akan 
dipindahkan, PPAT harus memeriksa kebenaran dari dokumen 
berupa sertifikat asli Hak Guna Usaha. Dalam hal sertifikat tidak 
diserahkan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan 
daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka PPAT wajib 
menolak membuat akta pemindahan hak atas tanah tersebut, 
termasuk Hak Milik atas tanah yang akan dialihkan tersebut. 
Pasal 34 Undang – Undang Pokok Agraria mengatur mengenai hapusnya 
Hak Guna Usaha, yang dinyatakan sebagai berikut : 
a. Jangka waktunya berakhir 
Setelah berakhirnya jangka waktu 35 tahun dengan perpanjangan 
waktu 25 tahun atau seluruhnya berjumlah 60 tahun, Hak Guna Usaha 
akan hapus demi hukum. Hapusnya Hak Guna Usaha ini bukan berarti 
tidak dapat diperbaharui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 
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Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha yang telah 
berakhir atau hapus tersebut dapat diperpanjang kembali. 
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak 
dipenuhi 
Syarat pokok pemberian Hak Guna Usaha adalah bahwa subyek 
hukum yang dapat menjadi pemegangnya adalah sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria, yang dipertegas 
dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 
1996. Maka, jelaslah bahwa apabila tidak dipenuhinya syarat sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria jo. 
Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, maka Hak 
Guna Usaha dapat hapus demi hukum. 
 
c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir 
Alasan lainnya yang berhubungan dengan hapusnya Hak Guna Usaha 
adalah karena adanya pencabutan hak. Hapusnya Hak Guna Usaha karena 
pencabutan hak ini mendapatkan ketentuan dasarnya pada rumusan Pasal 
18 Undang – Undang Pokok Agraria, yang menyatakan, bahwa untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 
undang-undang. Ketentuan ini kemudian ditindak lanjuti dengan 
diterbitkannya Undang – Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan 
Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang ini, yang menyatakan 
bahwa pencabutan hak atas tanah harus didasarkan pada suatu rencana 
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peruntukan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan telah disediakan 
penampungan pihak-pihak yang dicabut haknya tersebut. 
d. Dicabut untuk kepentingan umum 
Hubungan antara hapusnya Hak Guna Usaha dengan penyerahan 
sukarela terdapat pada Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, yang dalam hal ini Hak 
Guna Usaha untuk kepentingan umum, semata-mata dibuat untuk 
kepentingan negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah. 
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan 




Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 
mengatur mengenai kriteria tanah Hak Guna Usaha yang telantar, yaitu : 
1). Tanah yang tidak dimanfaatkan dan/atau dipelihara dengan baik. 
2). Tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat atau 
tujuan dari pemberian haknya tersebut. 
Selanjutnya atas bidang tanah yang dinyatakan telantar tersebut, 
ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar memberikan sanksi berupa 
tindakan : 
1). Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah telantar menjadi tanah 
yang langsung dikuasai oleh negara. 
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2). Kepada bekas pemegang hak atau pihak yang sudah memperoleh dasar 
penguasaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah 
telantar diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan yang berdasarkan 
bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang bersangkutan 
untuk memperoleh hak atau dasar penguasaan atas tanah tersebut yang 
jumlahnya ditentukan oleh menteri. 
3). Dalam hal pemegang atau pihak yang telah memperoleh dasar 
penguasaan atas tanah tersebut telah mengeluarkan biaya untuk 
membuat prasarana fisik atau bangunan di atas tanah yang dinyatakan 
telantar, maka jumlah yang telah dikeluarkan tersebut diperhatikan 
dalam penetapan ganti rugi. 
Dalam hal tanah yang telantar tersebut hendak dipergunakan oleh 
pihak ketiga, maka ganti rugi tersebut akan dibebankan pada pihak yang 
oleh menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas tanah 
tersebut. 
Dengan dimungkinkan pihak ketiga untuk menjadi pemilik hak atas 
tanah dari bidang tanah yang telantar tersebut (Pasal 15 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Telantar), maka terdapat kecenderungan terjadinya penyelundupan 
hukum. Dengan alasan suatu bidang tanah telah ditelantarkan, pihak-pihak 
tertentu yang berkepentingan dimungkinkan untuk memperoleh bidang 
tanah yang dikehendakinya tersebut dengan harga yang relatif lebih 
murah. 
f. Tanahnya musnah  
Pada dasarnya Hak Guna Usaha atas tanah bersumber pada keberadaan 
atau eksistensi dari suatu bidang tanah tertentu. Dengan musnahnya 
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bidang tanahyang menjadi dasar pemberian hak atas tanah oleh negara, 
maka demi hukum hapuslah Hak Guna Usaha tersebut. 
g. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) 
Ad. c). Ketentuan Hak Guna Bangunan terdapat dalam Pasal 35 Undang – 
Undang Pokok Agraria, yang berbunyi : 
Pasal 35 
(1). Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 
(2). Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu 
tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu 
paling lama 20 tahun. 
(3). Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain. 
Ini berarti seorang pemegang Hak Guna Bangunan adalah berbeda dari 
pemegang Hak Milik atas bidang tanah di mana bangunan tersebut didirikan; 
atau dalam konotasi yang lebih umum, pemegang Hak Guna Bangunan 
bukanlah pemegang Hak Milik dari tanah di mana bangunan tersebut 
didirikan. 
Sejalan dengan ketentuan mengenai Hak Guna Usaha, dari rumusan Pasal 
36 Undang – Undang Pokok Agraria juga dapat diketahui bahwa undang-
undang memungkinkan dimilikinya Hak Guna Bangunan oleh badan hukum 
yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia dan yang berkedudukan 
di Indonsia. Dua ketentuan tersebut adalah unsur yang secara bersama-sama 
harus ada, jika badan hukum tersebut ingin mempunyai Hak Guna Bangunan 
di Indonesia. Ini berarti badan hukum yang didirikan menurut ketentuan 
hukum di Indonesia tetapi tidak berkedudukan di Indonesia tidak mungkin 
memiliki Hak Guna Bangunan (ini jarang sekali terjadi, kecuali dengan tujuan 
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penyelundupan hukum); atau badan hukum yang tidak didirikan menurut 
ketentuan hukum Indonesia, tetapi berkedudukan di Indonesia juga tdak dapat 
memiliki Hak Guna Bangunan. Terhadap ketentuan yang disebutkan terakhir, 
dalam teori-teori yang berkembang dalam hukum perdata internasional, 
kedudukan suatu badan hukum telah berkembang sedemikian rupa, sehingga 
pada taraf tertentu mereka juga dianggap memiliki “persona standi in judicio”
pada suatu negara di mana mereka melakukan kegiatan operasionalnya, dan 
tidak harus di mana kantor pusatnya berkedudukan. Dalam konteks inilah, 
maka kedua syarat didirikan menurut ketentuan hukum di Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia menjadi keharusan kumulatif. 
Jenis-jenis tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha menurut Pasal 21 
Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, yaitu tanah negara, tanah Hak 
Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. Jangka waktu pemberian Hak Guna 
Bangunan diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1996, yaitu paling lama 30 tahun. Khusus untuk Hak Guna Bangunan 
yang diberikan di atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan saja yang 
dapat diperpanjang; sedangkan Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas 
tanah Hak Milik tidak dapat diperpanjang melainkan hanya diperbaharui 
setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya 
tersebut. Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah 
Hak Pengelolaan memiliki jangka waktu hingga maksimum lima puluh tahun, 
terhitung dengan perpanjangannya; sedangkan Hak Guna Bangunan yang 
diberikan di atas tanah Hak Milik hanya berjangka waktu selama-lamanya tiga 
puluh tahun saja. Perpanjangan pemberian Hak Guna Bangunan yang 
diberikan di atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan, hanya dapat 
diberikan jika : 
1). Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengankeadaan, sifat 
dan tujuan pemberian hak tersebut, 
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2). Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 
pemegang hak, 
3). Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan 
4). Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah yang 
bersangkutan. 
Sehubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan yang diberikan di 
atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan yang merupakan bagian dari 
penanaman modal yang disetujui oleh pemerintah berdasarkan pada ketentuan 
penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman 
Modal Asing, perlu diperhatikan ketentuan mengenai Izin Lokasi, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 
Pasal 35 ayat (3) Undang – Undang Pokok Agraria secara tegas 
menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan dapat dialihkan. Ketentuan ini 
selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1996, yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan dapat beralih dan 
dialihkan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, penyertaan dalam modal, 
hibah, dan pewarisan. 
Hak Guna Bangunan dapat hapus seperti tercantum dalam Pasal 40 
Undang – Undang Pokok Agraria, yaitu dengan cara : 
1). Jangka waktunya berakhir 
Dalam Pasal 35 ayat (1) dsan ayat (2) Undang – Undang Pokok 
Agraria, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1996 tampak jelas bahwa pemberian Hak Guna Bangunan baik atas 
tanah negara, tanahHak Pengelolaan, maupun tanah Hak Milik, senantiasa 
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dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan berakhirnya masa atau jangka 
waktu pemberian Hak Guna Usaha tersebut (dengan perpanjangannya 
untuk pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah negara dan tanah Hak 
Pengelolaan), maka Hak Guna Bangunan pun hapus demi hukum, 
meskipun dapat diperbaharui kembali. 
2). Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak 
dipenuhi  
Salah satu syarat pokok pemberian Hak Guna Bangunan adalah bahwa 
subyek hukum yang menjadi pemegangnya yaitu Warga Negara 
Indonesia, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia. Maka, apabila syarat mutlak tersebut 
tidak dipenuhi, Hak Guna Bangunan hapus demi hukum. 
 
3). Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir 
Hapusnya Hak Guna Bangunan karena pencabutan hak ini 
mendapatkan dasarnya pada ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Pokok 
Agraria, yang kemudian dilaksanakan dengan diterbitkannya Undang – 
Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan 
Benda-benda yang Ada di Atasnya. Sebagaimana dinyatakan dalam 
rumusan Pasal 1 dan Pasal 2, pencabutan hak atas tanah hanya dapat 
dilaksanakan jika telah dibuat berdasarkan pada suatu rencana peruntukan 
hak atas tanah yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bagi pihak yang 
haknya dicabut telah disediakan penampungan bagi mereka. 
4). Dicabut untuk kepentingan umum 
Penyerahan hak atas tanah semata-mata dibuat untuk kepentingan 
negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah, seperti tercantum 
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dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan  Presiden RI No. 36 Tahun 
2005. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip 
penghormatan terhadap hak atas tanah. Dengan ini jelaslah bahwa agar 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum dapat dilaksanakan dengan baik, maka ketiga pasal tersebut adalah 
merupakan rambu mutlak yang harus dipenuhi, agar hapusnya Hak Guna 
Bangunan untuk kepentingan pelaksanan pembangunan untuk kepentingan 
umum dapat memenuhi kriteria ”Hapusnya Hak Guna Bangunan Karena 
Penyerahan Sukarela”. 
5). Ditelantarkan 
Pengaturan mengenai telantarnya tanah, termuat dalam Pasal 15 
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun  1998 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanh Telantar. Namun, ketentuan Pasal 15 ayat (4) 
peraturan tersebut sangat memungkinkan adanya usaha penyelundupan 
hukum. Dengan alasan suatu bidang tanah telah ditelantarkan, pihak-pihak 
tertentu yang berkepentingan  dimungkinkan untuk memperoleh bidang 
tanah yang dikehendakinya tersebut dengan harga yang murah. 
6). Tanahnya musnah 
Sebagai suatu bentuk hak atas tanah, yang eksistensinya bergantung 
pada keberadaan tanah, terhadap mana hak tersebut diberikan, maka 
dengan musnahnya bidang tanah yang menjadi dasar pemberian Hak Guna 
Bangunan tersebut, maka demi hukum hapuslah pula Hak Guna Bangunan 
tersebut. 
7). Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) 
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Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat ketentuan lain yang dapat 
menyebabkan hapusnya Hak Guna Bangunan, yaitu : 
1). Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Pemegang Haknya Tidak 
memenuhi Kewajibannya 
Pemegang Hak Guna Bangunan memiliki kewajiban tertentu seperti 
tercantum dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah 
No. 40 tahun 1996 sebagai berikut : 
Pasal 30 
Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban : 
1). Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara 
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian 
haknya. 
2). Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan 
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan 
perjanjian pemberiannya. 
3). Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di 
atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
4). Menyerahkan kembali tanah yang diberikan Hak Guna 
Bangunan kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan atau 
pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus. 
5). Menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus 
kepada Kepala Kantor Pertanahan. 
 
Dalam hal pemegang Hak Guna Bangunan tidak memenuhi salah 
satu atau lebih kewajiban tersebut di atas, maka pemberian Hak Guna 
Bangunan tersebut dapat dibatalkan, yang berakibat hapusnya Hak 
Guna Bangunan tersebut. Jika kemudian muncul sengketa, maka 
penyelesaiannya harus diserahkan pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
2). Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Pemegangnya Tidak Memenuhi 
Kewajibannya Berdasarkan Perjanjian Pemberian Haknya 
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Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 
menentukan bahwa : 
Pasal 24 
(1). Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan 
pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
 
Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya 
lahirnya Hak Guna Bangunan tersebut bergantung pada ada tidaknya 
perjanjian yang dibuat antara pemegang Hak Milik atas tanah dengan 
calon pemegang Hak Guna Bangunan tersebut.  
Pada prinsipnya, setiap syarat dalam suatu perikatan, dapat berbentuk 
syarat precedent, syarat concurent, maupun syarat subsequent. Syarat-
syarat ini jika dikaitkan dengan perikatan bersyarat, dapat mengambil 
bentuk perikatan dengan syarat tangguh maupun perikatan dengan syarat 
batal. Dalam hal ini bergantung pada jenis perikatannya, yang bersyarat 
tangguh atau bersyarat batal, maka tidak dipenuhinya syarat-syarat 
precedent, concurent, maupun subsequent tersebut dapat mengakhiri 
perjanjian (pemberian Hak Guna bangunan) dalam hal perikatan tersebut 
bersyarat batal. Khusus untuk perikatan bersyarat batal, maka perlu 
diperhatikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPer, yang 
menyatakan bahwa : 
Pasal 1266 
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya. 
Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, 
tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. 
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal 
mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam 
perjanjian. 
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Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah 
leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, 
memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi 
kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu 
bulan. 
Pasal 1267 
Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, 
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak 
yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut 
pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan 
bunga. 
 
Dengan demikian jelaslah bahwa hal-hal yang berhubungan 
dengan pembatalan perjanjian, termasuk perjanjian pemberian Hak 
Guna Bangunan di atas bidang tanah dengan Hak Milik, harus dan 
hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. 
Selanjutnya dalam hal pengakhiran perjanjian, karena terpenuhinya 
syarat tangguh, yang terwujud sebagai syarat-syarat precedent, 
concurent maupun subsequent, dalam hal terjadi sengketa, tidak 
tertutup kemungkinan bahwa berlanjut tidaknya pemberian Hak Guna 
Bangunan di atas bidang tanah dengan Hak Milik tersebut harus 
diputuskan oleh pengadilan. Perlu diperhatikan bahwa pada prinsipnya 
pengakhiran perjanjian tidak memerlukan putusan pengadilan, walau 
demikian praktek menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian, disukai 
atau tidak sering kali masih membawa suatu hak atau kewajiban yang 
masih tersisa, yang masih harus dipenuhi. Oleh karena itu, pada 
umumnya masalah pengakhiran ini sering kali harus pula diselesaikan 
melalui meja hijau. 
3). Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Putusan Pengadilan 
Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap juga dapat menjadi 
salah satu penyebab hapusnya Hak Guna Bangunan. Yang dimaksud 
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dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap ini adalah 
putusan pengadilan yang : 
a). Membatalkan pemberian hak atas tanah, atau dalam hal ini pemberian 
Hak Guna Bangunan. Putusan pengadilan ini sejalan dengan sifatnya 
yang membatalkan pemberian hak atas tanah, maka putusan ini 
haruslah merupakan putusan terhadap sengketa tata usaha negara, yang 
dimajukan oleh seorang yang berhak atas bidang tanah tersebut 
terhadap pejabat tata usaha negara (dalam hal ini pejabat dalam 
lingkungan Badan Pertanahan Nasional) yang telah memberikan Hak 
Guna Bangunan atas bidang tanah yang dipersengketakan tersebut. 
b). Mengakhiri maupun membatalkan perjanjian pemberian Hak Guna 
Bangunan. Putusan ini merupakan putusan dalam lingkup peradilan 
umum, yang merupakan sengketa antara pemilik Hak Guna Bangunan 
yang diberikan di atas bidang tanah Hak Milik tersebut. 
Ad. d). Rumusan mengenai Hak Pakai sebagai hak atas tanah diatur dalam 
ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Pokok Agraria, yang menyatakan 
sebagai berikut : 
Pasal 41 
(2). Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabt yang 
berwenang memberikannya atau dalam dengan pemilik tanahnya, 
yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan 
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 
ketentuan-ketentuan undang-undang ini.. 
(3). Hak Pakai dapat diberikan : 
a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. 
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b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian 
jasaberupa apapun. 
(3).Pemberian Hak Pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 
mengandung unsur pemerasan.  
 
Dari rumusan yang diberikan dalam pasal tersebut, dapat kita ketahui 
bahwa sebaimana halnya Hak Guna Bangunan, pemberian Hak Pakai inipun 
dapat bersumber pada : 
1). Tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam bentuk keputusan 
pemberian hak oleh pejabat yang berwenang. 
2). Tanah yang telah dimiliki dengan Hak Milik oleh orang perorang tertentu, 
berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah tersebut. Sehubungan dengan 
perjanjian dengan pemegang Hak Milik atas tanah tersebut, dalam 
Undang–Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa perjanjian bukanlah 
perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian pengolahan tanah. 
Berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, yang 
dapat mempunyai Hak Pakai adalah : 
1). Warga Negara Indonesia 
2). Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia 
3). Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah 
Derah 
4). Badan-badan keagamaan dan sosial 
5). Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 
6). Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 
7). Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
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Hak Pakai atas tanah Hak Milik, yang lahir dari perjanjian memberikan 
kewenangan kepada pemegang Hak Pakai untuk memanfaatkan tanah yang 
bukan miliknya tersebut, tetapi tidak untuk dikelola lebih lanjut, maupun 
dalam rangka keperluan bangunan di atas tanah milik orang lain tersebut. 
Dalam Peraturan Pemeritah No. 40 Tahun 1996 tidak diberikan suatu definisi 
mengenai Hak Pakai. Walu demikian jika diperhatikan penjelasan yang 
diberikan terhadap ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang – Undang Pokok 
Agraria, tampaknya hak yang disebut dengan Hak Pakai ini adalah hak-hak 
atas tanah yang tidak mungkin diberikan dengan status hak atas tanah dengan 
Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha, seperti misalnya 
pemberian hak kepada kedutaan ngara asing (dimasukkan sebagai Hak Pakai). 
Tanah yang dapat diberikan dengan status Hak Pakai berdasarkan Pasal 41 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yaitu : 
1). Tanah Negara 
2). Tanah Pengelolaan 
3). Tanah Hak Milik 
Dalam pasal-pasal yang tercantum pada Undang – Undang Pokok Agraria 
tidak ditemukan pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran Hak Pakai, 
sebagimana halnya Hak Milik dalam Pasal 23 UUPA, Hak Guna Bangunan 
dalam Pasal 38 UUPA, dan Hak Guna Usaha dalam Pasal 32 UUPA.  
Namun jika diperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 43 UUPA, yang 
menyatakan bahwa : 
Pasal 43 
(1). Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara 
maka Hak Pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain 
dengan izin pihak yang berwenang. 
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(2). Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak 
lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan. 
 
Dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemberian Hak Pakai ini adalah 
bersifat personal, dan karenanya pada prinsipnya tidak untuk dialihkan. Hal 
ini berbeda dari ketentuan mengenai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan 
Hak Guna Usaha, yang sama sekali tidak mengandung unsur pembatasan 
dalam pengalihannya. Sifat personal dari Hak Pakai ini, jika dibandingkan 
dengan asas personalia dalam hukum perikatan, maka jelas terhadap Hak 
Pakai ini tidak perlu didaftarkan oleh karena Hak Pakai ini memang hanya 
ditujukan untuk kepentingan dari orang terhadap siapa Hak Pakai telah 
diberikan. 
Jangka waktu pemberian Hak Pakai berbeda-beda sesuai dengan jenis 
tanah berdasarkan Pasal 41, dan Pasal 45-Pasal 49 UUPA, dengan ketentuan : 
1). Untuk Hak Pakai yang diberikan di atas tanah negara. 
a). Jika pemegang Hak Pakainya adalah : 
(1). Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 
Pemerintah Daerah; 
(2). Perwakilan negara asing dan perwakilan bdan internasional; 
(3). Badan Keagamaan dan badan sosial. 
Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas; 
b). Jika pemegang Hak Pakainya bukanlah subyek hukum tersebut di atas, 
atau 
(1). Warga Negara Indonesia; 
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(2). Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; 
(3). Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
(4). Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 
Jangka waktu pemberiannya paling lama empat puluh lima tahun, 
yang terdiri dari 25 tahun untuk pemberian pertama kali dan 20 tahun 
untuk perpanjangannya. Perpanjangan hanya diberikan jika : 
(1). Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan 
keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. 
(2). Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 
pemegang hak. 
(3). Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagi pemegang Hak 
Pakai. 
Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut, Hak Pakai dapat diperbaharui 
kembali untuk masa yang sama. Pembaharuan Hak Pakai yang telah 
berakhir tersebut harus disampaikan dalam jangka dua tahun sebelum 
berakhirnya Hak Pakai tersebut. 
2). Untuk Hak Pakai yang diberikan di atas tanah dengan Hak Pengelolaan, 
berlaku ketentuan yang telah disebutkan untuk Hak Pakai yang 
diberikan di atas tanah negara, dengan ketentuan bahwa, jika Hak Pakai 
atas tanah negara dapat diperpanjang atau diperbaharui cukup atas 
permohonan pemegang haknya, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan 
dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang Hak 
Pengelolaan. 
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3). Untuk Hak Pakai yang diberikan di atas tanah Hak Milik, jangka waktu 
pemberiannya paling lama dua puluh lima tahun, yang dibuat di hadapan 
PPAT,. Setelah berakhirnya Hak Pakai ini, atas persetujuan bersama 
antara pemegang Hak Milik dengan mantan pemegang Hak Pakai di atas 
tanah tersebut, Hak Pakai yang telah hbis tersebut dapt diperbaharui 
(bukan diperpanjang). Pembaharuan Hak Pakai tersebut tetap harus 
dibuat dengan akta PPAT. 
Hak Pakai tersebut di atas semuanya, termasuk perpanjangan dan 
pembaharuannya harus didaftarkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 
47 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : ”pendaftaran perpanjangan 
jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah 
dan sertifikat hak yang bersangkutan berdasrkan keputusan pejabat yang 
berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang 
bersangkutan”. 
Pemegang Hak Pakai memiliki hak dan kewajiban seperti tercantum 
dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 
1996 sebagai berikut : 
Pasal 50 
Pemegang Hak Pakai berkewajiban : 
a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara 
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pmberian haknya, 
perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau dalam 
perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 
b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan 
persyaratan sebagimana ditetapkan dalam keputusan 
pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak 
Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah 
Hak Milik; 
c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di 
atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
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d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai 
kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang 
Hak Milik sesudah Hak Pakai tersebut hapus; 
e. Menyerahkan sertifikat Hak Pakai yang telah hapus kepada 
Kepala Kantor Pertanahan. 
Pasal 51 
Jika tanah Hak Pakai karena keadaan geografis atau lingkungan 
atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga 
mengurung atau menutup pekarangan atatu bidang tanah lain dari 
lalu lintas umum atau jalan air, pemegang Hak Pakai wajib 
memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi 
pekarngan atau bidang tanah yang terkurung itu. 
Pasal 53 
Pemegang Hak Pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah 
yang diberikan dengan Hak Pakai selama waktu tertentu untuk 
keperluan pribadi atau usahanya serta untuk memindahkan hak 
tersebut kepada pihak lain dan membebaninya, atau selama 
digunakan untuk keperluan tertentu. 
 
Peralihan Hak Pakai dapat terjadi dengan sebab atau cara sebagai berikut : 
1). Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan 
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; 
2). Lelang; 
Peralihan Hak Pakai yang terjadi atau dilakukan dengan cara jual beli, 
tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah) yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap 
peralihan Hak Pakai, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar 
atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar, atau hibah 
adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. Dengan terang 
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dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus dibuat di hadapan 
pejabat yang berwenang menyaksikan dilaksankn atau dibuatnya perbuatan 
hukum tersebut. Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya 
perbuatan hukum di hadapan PPAT berarti pula selesainya tindakan hukum 
yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti bahwa perbuatan 
hukum tersebut tidak dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat cela 
secara substansi mengenai Hak Pakai yang dialihkan tersebut, atau cacat 
mengenai kecakapan kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut. 
Agar peralihan Hak Pakai tersebut dapat terselenggara secara benar, maka 
seorang PPAT yang akan membuat akta yang berisikan Hak Pakai tersebut 
harus memastikan kebenaran mengenai Hak Pakai yang akan dialihkan 
tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka 
yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. 
Sehubungan dengan obyek hak atas tanah yang dipindahkan, PPAT harus 
memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Hak 
Pakai yang akan dialihkan tersebut. Dalam hal surat tersebut, termasuk 
Sertifikat Hak Pakainya tidak dapat dserahkan, atau tidak ada, maka PPAT 
wajib menolak membuat akta pemindahan Hak Pakai yang akan dilahkan 
tersebut. 
Sehubungan dengan subyek hukum yang aka mengalihkan dan menerima 
pengalihan, maka PPAT harus memeriksa mengenai kewenangan dari pihak 
yang akan mengalihkan dan yang akan menerima pengalihan Hak Pakai 
tersebut. 
Jika subyek hukum yang akan menerima pengalihan Hak Pakai tersebut 
adalah Warga Negara Indonesia tunggal, dan tanh tersebut diperuntukkan bagi 
tempat tinggal, maka dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan yang diatur 
dalam : 
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1). Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahn Nasional 
No. 9 tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah 
Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) jo. No.15 Tahun 
1997 dan No. 1 Tahun 1998. 
2). Keputusan Menteri Negara Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Rumah 
Tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah. 
3). Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 
Rumah Tinggal. 
4). Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai 
Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan 
menjadi Hak Milik. 
Hak Pakai dapat hapus menurut ketentuan seperti yang tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1998, dengan sebab-sebab sebagai 
berikut : 
1). Berakhirnya jangka waktu pemberiannya 
 Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49 peraturan Pemerintah No. 40 
Tahun 1996 menjelaskan bahwa pemberian Hak Pakai, baik atas tanah 
negara, tanah Hak Pengelolaan, maupun tanah Hak Milik, adalah hak atau 
tanah yang senantiasa dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan berakhirnya 
masa atau jangka waktu pemerian Hak Pakai tersebut, maka Hak Pakai 
itupun hapus demi hukum, meskipun setelah itu dapat diperbaharui 
kembali. 
2). Tidak terpenuhinya syarat pemegangnya 
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Salah satu syarat pokok pemberian Hak Pakai adalah bahwa subyek 
hukum yang dapat menjadi pemegangnya adalah sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 yang menyatakan 
bahwa : 
Pasal 39 
Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah : 
a). Warga negara Indonesia 
b). Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia 
c). Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 
Pemerintah Daerah 
d). Badan-badan Keagamaan dan sosial 
e). Orang asing yang berkedudukan di indonesia 
f). Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 
g). Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional 
 
Dalam hal ternyata haknya menjadi tidak berhak lagi, maka rumusan 
pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 menentukan sebagai 
berikut : 
Pasal 40 
(1). Pemegang Hak Pakai yang tidak lagi memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam waktu satu tahun 
wajib mlepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lin yang 
memenuhi syarat 
(2). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut 
hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang 
terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan 
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Dengan demikian jelaslah bahwa dengan tidak dipenuhinya lagi syarat 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah 
No. 40 Tahun 1996, maka Hak Pakai hapus demi hukum. 
3). Pencabutan hak 
 Ketentuan mengenai pencbutan hak atas tanah untuk kepentingan 
umum seperti tercantum pada Pasal 18 UUPA, dapat dilaksanakan jika 
telah dibuat berdasarkan pada suatu rencana peruntukan hak atas 
tanahyang telah ditetapkan sebelumnya, dan bagi pihak yang haknya 
dicabut telahdisediakan penampungan bagi mereka tersebut. 
4). Penyerahan sukarela 
 Penyerahan hak atas tanah secara sukarela semata-mata dibuat untuk 
kepentingan negara, yang dalam hal ini dilaksanakn oleh pemerintah. 
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005, 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan untuk 
kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap 
hak atas tanah.  
5). Ditelantarkan 
 Pada dasarnya, serupa dengan pengertian tanah telantar bagi Hak 
Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha atas tanah yang 
telantar, tanah dengan Hak Pakai yang telantar adalah tanah yang : 
a). Tidak dimanfaatkan atau dipelihara dengan baik 
b). Tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan sifat, keadaan atau 
tujuan dari pemberian haknya tersebut. 
Dengan sanksi berupa tindakan : 
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a). Penguasaan secara langsung oleh negara atas bidang tanahyang sudah 
dinyatakan sebagai tanahtelantar tersebut, 
b). Kepada bekas pemegang haknya atau pihak yang sudah memperoleh 
dasar penguasaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah 
telantar tersebut diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan yang 
berdasrkan bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang 
bersangkutan untuk memperoleh hak atau dasar penguasaan atas tanah 
tersebut yang jumlahnya ditetapkan oleh menteri, 
(1). Dalam hal pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar 
penguasaan atas tanah tersebut telah mengeluarkan biaya untuk 
membuat prasarana fsik atau bangunan di atas tanah yang 
dinyatakan telantar, maka jumlah yang telah dikeluarkan tersebut 
diperhatikan dalm penetapan ganti rugi, 
(2). Dalam hal tanah yang telantar tersebut hendak dipergunakan oleh 
pihak ketiga, maka ganti rugi tersebut akan dibebankan pada pihak 
yang oleh menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas 
tanah tersebut. 
Namun, hal ini dapat menjadikan peluang untuk melakukan 
penyelundupan hukum, karena dengan alasan bahwa suatu bidang 
tanah telah telantar, pihak yang berkepentingan dapat memaksa untuk 
memperoleh tanah tersebut dengan harga yang murah.  
6). Kemusnahan tanahnya 
 Sebagaimana hak-hak atas tanah lainny, yang eksistensinya 
bergantung pada keberadaan tanah, terhadap mana hak tersebut diberikan, 
mak dengan musnahnya bidang tanah yang menjadi dasr pemberian Hak 
Pakai tersebut, mak demi hukum hapuslah pula Hak Pakai tersebut.  
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7). Pemegang haknya tidak memenuhi kewajibannya 
 Jika pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu atau lebih 
kewajiban seperti tercantum pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, maka pemberian Hak Pakai 
tersebut dapat dibatalkan, yang berakibat hapusnya Hak Pakai tersebut. 
Jika kemudian lahir sengketa sehubungan dengan pembatalan tersebut, 
maka penyelesaiannya harus diserahkan pada Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
8). Pemegang haknya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian 
pemberian haknya 
 Pada dasarnya, lahirnya Hak Pakai bergantung pada ada tidaknya 
perjanjian yang dibuat antara pemegang Hak Milik atas tanah dengan 
calon pemegang Hak Pakai tersebut. Pemberian Hak Pakai melalui 
perjanjian tersebut, senantiasa diikat dengan pemenuhan perikatan, yang 
dapat terwujud dalam bentuk syarat precedent, syarat concurent maupun 
syarat subsequent. Syarat-syarat ini, jika dikaitkan dengan perikatan 
bersyarat, dapat mengambil bentuk perikatan dengan syarat tangguh, 
maupun perikatan dengan syarat batal. Bergantung pada jenis 
perikatannya, yang bersyarat tangguh atau bersyarat batal, maka tidak 
dipenuhinya syarat-syarat precedent, concurent, maupun subsequent 
tersebut dapat mengakhiri perjanjian (pemberian Hak Pakai) dalam hal 
perikatan tersebut bersyarat tangguh, atau membatalkan perjanjian 
(pemberian Hak Pakai) dalam hal perikatan tersebut bersyarat batal. 
Pembatalan perjanjian, harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.  
9). Putusan pengadilan 
 Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap juga dapat 
menjadi salah satu penyebab hapusnya Hak Pakai. Yang dimaksud dengan 
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putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini adalh putusan 
pengadilan yang : 
a). Membatalkan pemberian hak atas tanah, atau dalam hal ini pemberian 
Hak Pakai. Putusan pengadilan ini, sejalan dengan sifatnya yang 
membatalkan pemberian hak atas tanah negara, maka putusan ini 
haruslah merupakan putusan terhadap sengketa tata usaha negara, yang 
dimajukan oleh seorang yang berhak atas bidang tanah tersebut 
terhadap pejabat tata usaha negara (dalam hal ini pejabat dalam 
lingkungan Badan Pertanahan Nasional) yang telah memberikan Hak 
Pakai atas tanah yang dipersengketakan tersebut. 
b). Mengakhiri maupun membatalkan perjanjian pemberian Hak Pakai. 
Putusan ini merupakan putusan dalam lingkup peradilan umum, yang 
merupakan sengketa antara pemegang Hak Milik dengan pihak 
pemegang Hak Pakai yang diberikan di atas bidang tanah Hak Milik 
tersebut. 
5. Cara – cara Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan suatu kegiatan 
penyediaan sejumlah tanah yang akan digunakan bagi pelaksanaan 
pembangunan dengan tujuan utnuk mensejahterakan masyarakat. 
 Menurut I. Soedargo, macam cara pengadaan tanah menurut perundang-
undangan yang berlaku di negara kita adalah sebagai berikut : 
a. Pelepasan dan penyerahan hak 
b. Jual beli 
c. Tukar menukar 
d. Cara-cara yang telah disepakati secara sukarela 
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e. Pencabutan hak atas tanah 
 Berdasarkan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 20 
dinyatakan bahwa cara pengadaan tanah ada 3 (tiga) yaitu : 
a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 
b. Pencabutan hak atas tanah 
c. Jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. 
Ad. a). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh pemerintah dilakukan dengan cara pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah. 
 Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah seperti yang dikemukakan 
dalam Pasal 1 butir 6 Perpres RI No. 36 Tahun 2005 adalah kegiatan 
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah 
yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. 
 Menurut pengertian tersebut di atas diperlukan suatu kegiatan yang intinya 
dilakukan suatu permusyawaratan untuk melepaskan hubungan hukum 
seorang pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya. Bilamana 
dilihat dari istilah-istilah yang digunakan, pelepasan atau penyerahan hak atas 
tanah maka kesan pertama yang timbul adalah pemegang hak bersifat pasif 
yang berarti panitialah yang lebih aktif melepaskan hubungan hukum tersebut. 
 Sesuai dengan prinsip UUPA, dalam hubungan ini yang aktif seharusnya 
adalah pemegang hak untuk menyerahkan dan melepaskan haknya sehingga 
melalui suatu pernyataan yang dibuat sukarela tanpa paksaan dan tertekan dan 
menyerahkan hak atas tanah yang dikuasainya kepada panitia yang mewakili 
negara sehingga dengan perbuatan hukum tersebut terputuslah hak yang 
bersangkutan. Pengertian tersebut inilah yang lebih dekat dengan apa yang 
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dikehendaki dalam pasal 3 yang menentukan bahwa pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum sangat menghendaki tanah yang bersangkutan harus diambil oleh 
negara tetapi hak orang yang menjadi pemegang hak atas tanah harus 
dihormati. 
 Hal ini bukan berarti memberi kemutlakan bagi pemegang hak dengan 
seenaknya berkeras untuk tidak mau melepaskan atas tanahnya karena hak 
atas tanah mempunyai fungsi sosial serta seharusnya berpartisipasi 
mendukung pembangunan. Sebaliknya pemerintah tidak boleh merugikan 
warganya dengan mengambil tanah masyarakat tanpa menggantikan atau 
dengan penggantian yang tidak layak. Untuk tercapainya kesepakatan itu 
maka ditempuh dengan musyawarah. Kalau memang yang bersangkutan tidak 
bersedia menyerahkan dengan sukarela kita mengenal adanya lembaga-
lembaga “Pencabutan hak atas tanah” yang diatur dalam undang-undang No. 
20 tahun 1961 yang dapat digunakan sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 18 
Perpres RI No. 36 Tahun 2005. 
Ad. b). Pasal 18 Perpres RI No. 36 Tahun 2005 menentukan apabila upaya 
penyelesaian yang diajukan oleh Bupati / Walikota / Gubernur / Menteri 
Dalam Negeri sesuai kewenangan tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas 
tanah dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati / 
Walikota / Gubernur / Menteri Dalam Negeri mengajukan usul penyelesaian 
dengan cara pencabutan hak atas tanah sehingga diatur dari Undang-undang 
No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda 
Yang Ada di Atasnya. Usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak 
diajukan oleh Bupati / Walikota / Gubernur / Menteri Dalam Negeri kepada 
Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada Menteri dari 
instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
setelah dikonsultasikan permohonan pencabutan hak disamping kepada 
147
Presiden oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditanda tangani oleh 
Menteri dari instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 
 Undang-undang No.20 Tahun 1961 memuat 2 acara pencabutan hak atas 
tanah, yaitu : 
1). Acara Biasa 
2). Acara untuk keadaan yang sangat mendesak 
 Dalam Acara Biasa maka: 
a). Yang berkepentingan harus mengajukan permintaan untuk melakukan 
pencabutan hak itu kepada Presiden dengan peraturan Menteri Agraria 
melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. 
b). Oleh Kepala Inspeksi Agraria diusahakan supaya permintaan itu 
dilengkapi dengan permintaan para Kepala Daerah yang bersangkutan 
dan taksiran ganti kerugiannya. Taksiran itu dilengkapi oleh suatu 
panitia penaksir yang anggota-anggotanya mengangkat sumpah. 
c). Kemudian panitia itu bersama-sama dengan pertimbangan Kepala 
Daerah dan taksiran ganti kerugian tersebut dilanjutkan oleh Kepala 
Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria disertai Pertimbangan pula. 
d). Menteri Agraria mengajukan permintaan tadi kepada Presiden untuk 
mendapat keputusan disertai dengan pertimbangannya dan 
pertimbangan Menteri Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan 
yaitu Menteri yang tugasnya meliputi bidang usaha yang meminta 
dilakukannya pencabutan hak itu. Menteri Kehakiman terutama akan 
memberi pertimbangan ditinjau dari hukumnya, sedangkan Menteri 
yang bersangkutan mengenai fungsi usaha yang meminta 
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dilakukannya pencabutan hak itu dalam masyarakat dan apakah tanah 
dan / atau benda yang diminta itu benar-benar diperlukan secara 
mutlak dan tidak dapat diperoleh di tempat lain. 
e). Pengusahaan tanah dan / atau benda yang bersangkutan baru dapat 
dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden 
dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian yang ditetapkan 
Presiden serta diselenggarakannya penampungan orang-orang yang 
dimaksud. 
 Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan 
tanah dan / atau benda itu dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang 
lebih cepat. Keadaan yang mendesak itu misalnya, jika terjadi wabah atau 
bencana alam, yang memerlukan penampungan para korbannya dengan 
segera. Dalam hal ini maka permintaan untuk mengadakan pencabutan hak 
diajukan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria tanpa disertai 
taksiran ganti kerugian Panitia Penaksir dan kalau perlu dengan tidak 
menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah yang berkepentingan 
untuk segera menguasai tanah dan / atau benda tersebut biarpun belum ada 
keputusan mengenai permintaan pencabutan haknya dan ganti kerugiannya 
pun belum dibayar.  
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadaan tanah tidak menutup 
kemungkinan dilakukan dengan pencabutan hak atas tanah sebagai alternatif 
terakhir jika upaya atau cara lain yang telah dilakukan tidak dapat berjalan 
sebagaimana mestinya sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik 
demi kesejahteraan masyarakat. 
Ad. c). Pengadaan tanah yang tidak lebih dari 1 Ha diatur dalam Pasal 20 
Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005, dapat dilakukan langsung instansi 
pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, 
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dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua 
belah pihak. 
6. Pengertian Kepentingan Umum
Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, 
politik, psikologis dan hankamnas atas dasar azas-azas pembangunan nasional 
dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara. (John 
Salindeho, 1993 : 40). 
 Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 yang 
dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar 
lapisan masyarakat. Namun, pengertian ini tanpa dibatasi tiga kriteria seperti 
tercantum dalam Keppres RI No. 55 tahun 1993, yakni kegiatan 
pembangunannya dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak 
digunakan mencari keuntungan. 
 
7. Batasan Kepentingan Umum
Dalam Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 pengertian kepentingan 
umum dirumuskan dalam Pasal 1 butir 6 sebagian besar lapisan masyarakat. 
Perumusan yang demikian sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan 
perumusan yang sama dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 maupun 
Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1973. 
 Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan 
Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Berada di Atasnya disebutkan 
bahwa kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara, untuk 
kepentingan bersama dari rakyat demikian pula kepentingan pembangunan, 
maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri 
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Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut 
hak-hak atas tanah dan benda-benda yang di atasnya. 
 Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1973 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang 
Berada di Atasnya dinyatakan bahwa : 
a). Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan sifat kepentingan umum apabila 
kegiatan tersebut menyangkut: 
1) Kepentingan bangsa dan Negara 
2) Kepentingan masyarakat luas dan / atau 
3) Kepentingan rakyat banyak dan / atau 
4) Kepentingan pembangunan 
b). Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan 
umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi 
bidang-bidang: 
1) Pertanahan  
2) Pekerjaan umum 
3) Perlengakapan Umum 
4) Jasa Umum 
5) Keagamaan 
6) Ilmu Pengetahuan Sosiial dan Budaya 
7) Kesenian 
8) Olah raga 
9) Keselamatan umum terhadap bencana alam 
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10) Kesejahteraan Sosial 
11) Makam / kuburan 
12) Pariwisata dan Rekreasi 
13) Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum 
c). Presiden dapat menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan lainnya 
kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menurut 
pertimbangannya perlu bagi kepentingan umum. ( A.P Parlindungan, 1993 
: 14 – 15). 
 Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005, 
untuk kepentingan umum dibatasi untuk pembangunan yang dilakukan 
dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari 
keuntungan dalam bidang-bidang antara lain sebagai berikut : 
1) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, 
ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum / air bersih, saluran 
pembuangan air dan sanitasi; 
2) Waduk, bendungan, bendung irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; 
3) Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 
4) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 
5) Peribadatan; 
6) Pendidikan atau sekolah; 
7) Pasar umum; 
8) Fasilitas pemakaman umum; 
9) Fasilitas keselamatan umum; 
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10) Pos dan telekomunikasi; 
11) Sarana olahraga; 
12) Stasiun pemancar radio, televisi dan sarana pendukung lainnya; 
13) Kantor pemerintah; 
14) Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik 
Indonesia; 
15) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; 
16) Rumah susun sederhana; 
17) Tempat pembuangan sampah; 
18) Cagar alam dan cagar budaya; 
19) Pertamanan; 
20) Panti sosial; 
21) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 
8. Batasan Mengenai Jalan Tol
Definisi jalan terdapat dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 38 tahun 
2004 Tentang Jalan. Yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana 
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori 
dan jalan kabel. 
Dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 38 Tahun 2004, jalan dibagi menjadi 
3 (tiga) macam, yaitu : 
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a). Jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (Pasal 
1 butir 5). 
b). Jalan khusus, yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, 
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri (Pasal 
1 butir 6). 
c). Jalan Tol, yaitu jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 
dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. 
Jalan tol diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan 
wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan 
membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. 
Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa 
distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di 
wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya (Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol).  
Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah yang 
meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan, yang 
kesemuanya dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah yaitu Badan Pengatur 
Jalan Tol, dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab 
kepada Menteri. 
 Masyarakat pengguna jalan tol diwajibkan untuk membayar tol, yaitu 
sejumlah uang tertentu yang dibayar untuk penggunaan jalan tol. Ketentuan 
mengenai tarif tol terdapat dalam Pasal 48 Undang-undang No. 38 Tahun 
2004, bahwa tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, 
besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Tarif tol 
yang besarnya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan 
pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut 
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sebagai jalan tol. Tarif tol mengalami evaluasi dan penyesuaian yang 
dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. 
 Jalan Tol yang dibangun memiliki ketentuan yang berbeda dengan jalan 
umum lainnya. Dalam hal syarat teknis, jalan tol  mempunyai tingkat 
pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang 
ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. 
Untuk jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain 
berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 kilometer per jam, dan untuk 
jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling 
rendah 60 kilometer per jam. 
 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 menentukan 
spesifikasi : 
a. Tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan 
prasarana transportasi lainnya 
b. Jumlah jalan masuk dan jalan keluar je dan dari jaln tol dibatasi secara 
efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara 
penuh 
c. Jarak antarsimpang susun, paling rendah 5 kilometer untuk jalan tol luar 
perkotaan dan paling rendah 2 kilometer untuk jalan tol dalam perkotaan 
d. Jumlah lajur sekurang-kurangnya dua lajur per arah 
e. Menggunakan pemisah tengah atau median 
f. Lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai jalur lalu 
lintas sementara dalam keadaan darurat 
9. Panitia Pengadaan Tanah
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Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan 
Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I dan Panitia Pengadaan Tanah ini dibentuk di setiap Kabupaten atau 
Kota. 
 Dalam pasal 1 butir 4 Perpres RI No. 36 Tahun 2005, yang dimaksud 
dengan Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk 
membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum. 
 Menurut Pasal 6 ayat (5) Perpres RI No.36 Tahun 2005, struktur 
kepanitiaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dijelaskan, 
bahwa : ”susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terdiri atas unsur perangkat 
daerah terkait. Hal ini dimaksudkan, agar masing-masing daerah dapat 
menentukan sendiri struktur kepanitiaan pengadaan tanah, sebab perangkat 
daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain masing-masing berbeda, 
tergantung kebijakan masing-masing kepala daerah. 
 Panitia pengadaan adalah panitia tetap jadi bukan sekedar panitia 
sementara (ad hoc). Perubahan keanggotaan hanya mungkin terjadi dari 
Camat atau Lurah / Kepala Desa sesuai dengan di wilayah mana tanah 
tersebut terletak.  
 Dalam sebuah proyek pembangunan jalan tol juga diperlukan adanya 
Panitia Pengadaan tanah yang bertugas untuk merealisasikan pengadaan tanah 
yang akan digunakan untuk membangun jaringan jalan tol.  
Tugas Panitia Pengadaan Tanah dijelaskan di dalam rumusan Pasal 7 Perpres 
RI No. 36 Tahun 2005, yaitu : 
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a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman 
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan; 
b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya; 
c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan; 
d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena 
rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai 
rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi 
publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik 
agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana 
pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah; 
e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan 
Instansi Pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah 
dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi; 
f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan penyerahan ganti rugi kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang 
ada di atas tanah; 
g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tnah; 
h. Mengadministrasikan dan medokumentasikan semua berkas pengadaan 
tanah yang menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. 
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B. Kerangka Pemikiran 
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Dalam proyek pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan, Instansi 
Pemerintah yang berkepentingan adalah Departemen Pekerjaan Umum. 
Departemen Pekerjaan Umum selaku Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan 
Jalan Tol Gempol – Pandaan yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, 
terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap tanah dan benda-benda yang 
berada di atasnya yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Gempol – 
Pandaan. Setelah selesai dilakukan inventarisasi, maka Departemen Pekerjaan 
Umum selanjutnya mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik dan 
pemegang hak atas tanah yang bertempat tinggal di wilayah yang terkena proyek. 
Dept. PU 
Pelaksana Operasional 
Pengadaan Lahan  
Gempol- Pandaan 
Masyarakat  
Pemegang Hak Atas 
Tanah 
Pengadaan Tanah 
Perpres RI No.36 Tahun 2005 
Panitia Pengadaan Tanah 
Pelaksanaan Pengadaan Lahan Gempol - Pandaan 
Penyuluhan Inventarisasi Penelitian  
ulang 
Musyawarah Ganti Rugi Penyerahan  
Hak 
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Musyawarah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah didampingi Departemen 
Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. 
Panitia Pengadaan tanah dibentuk berdasarkan Perpres RI No. 36 tahun 
2005 untuk mempermudah proses pengadaan tanah. Panitia Pengadaan Tanah 
dengan tugas meliputi penyuluhan, inventarisasi, penelitian ulang, memimpin 
musyawarah, menetapkan ganti rugi, menyaksikan pembayaran, membuat SPH 
(Surat Pelepasan Hak), menerima bukti kepemilikan, mengeluarkan keputusan, 
bekerja setelah ada pemberitahuan dari Departemen Pekerjaan Umum sebagai 
Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol – Pandaan. 
 Namun, ada kalanya musyawarah pengadaan tanah yang dilakukan dengan 
para pemilik dan pemegang hak atas tanah yang tanhnya terkena proyek 
pembangunan, tidak berjalan lancar. Pada saat tertentu akan muncul hambatan-
hambatan yang mengganggu jalannya musyawarah. Hambatan-hambatan yang 
muncul dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (misalnya dengan 
konsinyasi), ataupun dengan jalur di luar pengadilan. 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan 
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur 
Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum menegaskan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah 
kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta 
tidak digunakan untuk mencari keuntungan antara lain untuk pembangunan jalan 
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umum. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
menentukan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pasal 1 angka 2 Peraturan 
Pemerintah Tentang Jalan Tol menentukan jalan tol adalah jalan umum yang 
kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar Tol. Berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka akan menjawab 
pertanyaan mengenai apakah Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dapat dipakai untuk 
Pengadaan Tanah bagi Kegiatan Jalan Tol. 
Hal tersebut dapat dijawab, bahwa Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dapat 
dipakai, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : 
- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang 
mengatur bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah dalam hal ini timbul pertanyaan apakah 
penyelenggaraan Jalan Tol (meliputi pembangunan, pengoperasian, dan 
pemeliharaan) menyerahkan suatu pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum? Jawabnya adalah ya, karena penyelenggaraan Jalan Tol 
dilihat dari fungsi pemanfaatan pada hakekatnya adalah sama dengan 
pembangunan jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum. 
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan 
Tol menentukan bahwa Jalan Tol merupakan lintas alternatif dari ruas jalan 
umum yang ada. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol pada 
prinsipnya merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. 
1. Kronologis Rencana Penerusan Jalan Tol Gempol -  Pandaan
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Sejak diperkenalkannya sistem jalan tol (toll road system) pertama kali di 
Indonesia pada tahun 1978 yang ditandai dengan dibangunnya jalan tol 
pertama yaitu Jagorawi, perkembangan jalan tol di Indonesia menunjukkan 
kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya jumlah dan lokasi pembangunannya 
yang bertambah dan mulai merebak ke luar Pulau Jawa, tetapi juga arus lalu 
lintas yang melewatinya meningkat dengan cukup tajam. Hal ini selain 
menunjukkan sistem jalan tol yang telah diterima oleh masyarakat, juga 
mengindikasikan bahwa pembangunan jalan-jalan tol tersebut telah memberi 
manfaat yang nyata pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi 
yang efisien, cepat dan terbebas dari hambatan. 
Belakangan ini, kebutuhan akan jalan tol semakin penting dan jauh 
melebihi kemampuan keuangan pemerintah. Sehingga, Pemerintah merasa 
perlu mengundang swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan 
pendanaan jalan tol, yang kemudian diwujudkan dengan pembentukan 
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 untuk melanjutkan proyek jalan 
tol yang tertunda berdasarkan prioritas, kepentingan dan kelayakan finansial. 
Proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan adalah termasuk salah satu proyek 
pembangunan jalan tol yang termasuk prioritas dalam Program Percepatan 
Infrastruktur Jalan Tol seluas 1.696,40 kilometer.  
Rencana Penerusan Jalan Tol Gempol-Pandaan dimulai pada saat PT Jasa 
Marga (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara 
jalan tol mengajukan permohonan untuk melakukan Kerjasama 
Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan PT Margabumi 
Matraraya melalui surat No. AA.PB2.1143 tanggal 8 Maret 1996 kepada 
Menteri Pekerjaan Umum. Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum melalui 
surat No. IK.0102-MN/114 tanggal 23 Maret 1996 kepada direksi PT Jasa 
Marga (Persero) menyetujui usulan kerja sama penyelenggaraan Jalan Tol 
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Gempol-Pandaan melalui kerja sama Usaha Patungan (Joint Venture) dengan 
PT Margabumi Matraraya yang diberi nama PT Margabumi Adhikaraya. 
Sebagai tindak lanjut penerusan ruas jalan tol tersebut dikeluarkan 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 283/KPTS/1997 tanggal 10 Juli 
1997, tentang Penyerahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-
Pandaan kepada PT Jasa Marga (Persero) dan Pemberian Ijin Kerja Sama 
Penyelenggaraan Jalan Tol kepada PT Jasa Marga (Persero) dengan PT 
Margabumi Adhikaraya. Selanjutnya PKP (Perjanjian Kuasa 
Penyelenggaraan) antara PT Jasa Marga (Persero) dengan PT Margabumi 
Adhikaraya dalam Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan, telah ditanda 
tangani pada tanggal 19 September 1997. 
Sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, 
dikeluarkan Keppres Nomor 39 Tahun 1997 pada tanggal 20 September 1997 
tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha 
Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha 
Milik Negara, di mana status ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan adalah Dikaji 
Kembali. 
Sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik, telah 
dikeluarkan Keppres Nomor 64 Tahun 2000 pada tanggal 8 Mei 2000 tentang 
Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha 
Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha 
Milik Negara yang semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali, di mana status 
ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan adalah diteruskan dengan penanggung jawab 
PT Jasa Marga (Persero). Yang kemudian ditindak lanjuti PT Jasa Marga 
(Persero) dengan mengambil langkah mengirimkan laporan tentang Hasil 
Kajian Review Kelayakan Investasi Ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan melalui 
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surat No. AA.PB01.1364 tanggal 15 November 2002, yang ditujukan kepada 
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. 
PT Margabumi Adhikaraya melalui suratnya No. 005/DIR/MA/IX/03 
tanggal 10 Oktober 2003 kepada Bupati Pasuruan, mengajukan penawaran 
kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk ikut serta dalam investasi ruas 
Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan porsi saham Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan sebesar 20%-30%. Selanjutnya Bupati Pasuruan melalui suratnya 
No. 005/1553/424.087/2003 tanggal 11 November 2003 kepada Direktur PT 
Margabumi Adhikaraya, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan berminat untuk melakukan kerja sama/investasi terhadap rencana 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan, dan memohon agar dapat 
disampaikan gambaran informasi terhadap rencana pembangunan jalan tol 
tersebut berupa hasil Review Studi Kelayakan, perubahan nilai investasi, peta 
rencana ruas jalan tol, serta bentuk keikutsertaan Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan. 
PT Margabumi Adhikaraya melalui suratnya No. 006/DIR/MA/XII/03 
tanggal 6 Desember 2003 kepada Bupati Pasuruan, menyampaikan rasa terima 
kasih dan menghargai Pemeritah Kabupaten Pasuruan atas minatnya untuk 
melakukan kerja sama investasi pada ruas jalan tol tersebut, serta 
menyampaikan data-data teknis maupun keuangan, dan berita acara 
kesepakatan Review Kelayakan Investasi antara PT Jasa Marga (Persero) 
dengan PT Margabumi Adhikaraya. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan melalui 
Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan No.12 Tahun 2004 tanggal 28 
Februari 2004, tentang Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Mendahului 
PAK Tahun 2004 untuk Investasi Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan, 
telah menyetujui permohonan penggunaan dana cadangan mendahului PAK 
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Tahun 2004 sebesar Rp 39 Milyar untuk investasi pembangunan Jalan Tol 
Gempol-Pandaan dengan sistem pembelian saham. 
Selanjutnya Bupati Pasuruan melalui suratnya No. 050/146/424.087/2004 
tanggal 1 Maret 2004 kepada Direktur PT Margabumi Adhikaraya, 
menyampaikan bahwa tawaran PT Margabumi Adhikaraya untuk bergabung 
dalam investasi ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan tersebut dapat disetujui, di 
mana pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan ikut 
berinvestasi pada pembangunan jalan tol tersebut dengan nilai alokasi 
anggaran sebesar Rp 39 Milyar. 
Sebagai tindak lanjut telah ditanda tangani MoU (Memorandum of 
Understanding) tentang Penyertaan Modal dalam Kerja Sama Investasi 
Pembangunan dan/atau Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-Pandaan di 
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, antara PT Margabumi Adhikaraya dengan 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 19 April 2004. 
Bupati Pasuruan melalui suratnya No. 050.1/578/424.087/2004 tanggal 10 
Juni 2004 kepada Menteri Kimpraswil menyatakan untuk ikut bergabung pada 
investasi ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan. 
PT Jasa Marga (Persero) melalui suratnya No. AA.PB01.646 tanggal 25 
Mei 2004 kepada Menteri Kimpraswil, mengajukan kembali agar ijin 
penerusan proyek dan perubahan atas Kepmen No. 283/KPTS/1997 mengenai 
kerja sama penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan PT 
Margabumi Adhikaraya agar dapat diterbitkan. 
Sebagai tindak lanjut penerusan ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan telah 
diterbitkan Kepmen Kimpraswil No. 312/KPTS/M/2004 pada tanggal 11 
Agustus 2004 tentang Perubahan dan Penambahan Kepmen PU No. 
283/KPTS/1997 tanggal 10 Juli 1997, tentang Penyerahan Wewenang 
Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-Pandaan kepada PT Jasa Marga (Persero) 
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dan Pemberian Ijin Kerja Sama Penyelenggaraan Jalan Tol kepada PT Jasa 
Marga (Persero) dengan PT Margabumi Adhikaraya. 
Menteri Kimpraswil melalui suratnya No. KU.01.09-Mn/465 tanggal 21 
Serptember 2004, pada prinsipnya tidak berkeberatan dan mendukung 
keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam investasi ruas jalan tol 
tersebut. Bentuk keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat lebih 
dioptimalkan melalui kontribusi dalam pengadaan tanah, sehingga dapat 
mempercepat pembangunannya.  
2. Lingkup Proyek Jalan Tol Gempol – Pandaan
Lingkup proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan yang berlokasi di Kabupaten 
Pasuruan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan rute definitif yang telah 
ditentukan pada saat Studi Kelayakan, adalah bahwa Jalan Tol Gempol-
Pandaan akan melalui 4 (empat) kecamatan. Jalan Tol ini direncanakan 
sepanjang 13,646 kilometer yang dimulai dari akhir Jalan Tol Surabaya-
Gempol di Sta. -0+550 dan berakhir di simpang susun Pandaan di Sta. 
13+096. Jalan Tol tersebut akan terdapat 2 (dua) simpang susun, yaitu 
Simpang Susun Gempol dan Simpang Susun Pandaan. Secara lengkap lingkup 
proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan adalah sebagai berikut: 
- Simpang Susun  : Simpang Susun Gempol 
 Simpang Susun Pandaan 
- Kecepatan Rencana  : 100 Km/jam 
- Jumlah Jalur   : 2 x 2 (yang akan ditingkatkan menjadi 3 x 2) 
- Lebar Lajur   : 3,60 m 
- Lebar Bahu Luar  : 3,00 m 
- Lebar Bahu Dalam  : 1,00 m 
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- Lebar Median  : 9,7 m 
3. Definitive Plan
a. Tahapan Penyusunan Definitive Plan 
Definitive Plan disusun berdasarkan rute alternatif. Rute alternatif 
adalah rute yang dipilih dari berbagai kemungkinan rute alternatif yang 
ada dengan sudah mempertimbangkan aspek teknik, ekonomi, finansial, 
dan lingkungan. 
Untuk menentukan Definitive Plan tersebut tahapan studi yang sudah 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1). Pengkajian Rute Studi Kelayakan 
Pengkajian Rute Studi Kelayakan dilakukan berdasarkan peta foto 
udara skala 1 : 10.000 dari hasil rektifikasi foto udara skala 1 : 50.000. 
2). Penelusuran Rute Studi Kelayakan di Lapangan 
3). Usulan Rute Alternatif 
Dari kajian rute berdasarkan foto udara 1 : 10.000 dan penelusuran 
rute di lapangan maka disimpulkan bahwa rute Studi Kelayakan sudah 
tidak sesuai dengan kondisi eksisting dan pengembangannya. 
Berdasarkan kajian tersebut perlu diusulkan rute alternatif dengan 
koridor yang tidak jauh bergeser dari koridor rute Studi Kelayakan. 
4). Asistensi, Presentasi di Instansi Terkait 
Untuk penentuan rute alternatif sudah dilakukan asistensi, 
presentasi di Instansi Terkait yaitu: 
a). Tanggal 7 juli 1996 di Pemda Tk. II Pasuruan 
167
b). Tanggal 13 September 1996 di Tim Pengendali Rencana Teknik 
c). Tanggal 13 November 1996 di Direktorat Bina Jalan Kota Ditjen 
Bina Marga 
Dari asistensi dan presentasi dengan instansi tersebut, secara garis 
besar menyatakan tidak berkeberatan dengan adanya perubahan atau 
pergeseran Rute Studi Kelayakan. 
5). Pengukuran Topografi Teristris 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terutama kondisi 
eksisting dan dari rute alternatif yang disetujui oleh instansi terkait 
maka perlu diadakan pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan 
pengukuran topografi teristis yang sudah dilaksanakan pada bulan 
Oktober-November 1996. 
 
6). Definitive Plan 
Dalam penyusunan Definitive Plan beberapa batasan berikut 
menjadi pertimbangan: 
a). Rute tidak melewati bangunan yang bersifat strategis seperti 
instansi militer, pabrik dan pemakaman 
b). Rute sedikit mungkin melewati daerah pemukiman 
c). Rute tidak melewati bangunan-bangunan yang mempunyai nilai 
sejarah 
d). Rute harus memenuhi persyaratan geometrik jalan tol baik dari 
alinyemen horisontal maupun vertikal yang sudah ditetapkan oleh 
PT Jasa Marga (Persero) dan Bina Marga 
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b. Deskripsi Rute Definitive Plan 
Dengan melalui beberapa tahapan tersebut di atas maka secara garis 
besar rute Definitive Plan dapat diuraikan sebagai berikut: 
1). Rute berawal dari akhir Jalan Tol Surabaya-Gempol bergerak ke arah 
selatan melewati bundaran Gempol, melewati daerah pabrik, kemudian 
menyusuri daerah perbukitan di Pandaan dan berakhir di Desa 
Suwajuwo. 
2). Rute Definitive Plan Jalan Tol Gempol-Pamdaan berada pada wilayah 
Kabupaten Pasuruan, yang meliputi : 4 (empat) kecamatan yaitu Kec. 
Gempol, Kec. Beji, Kec. Pandaan, dan Kec. Sukorejo. Secara rinci 
wilayah yang dilewati rute Definitive Plan yaitu: 
 
Tabel 1. Wilayah yang Dilalui Rute Definitive Plan Jalan Tol Gempol-Pandaan 
No. Kecamatan Desa Kampung 
1. Gempol  
1. Winong 
2. Randupitu 
- Winong  
- Gesing 
- Randupitu 






3. Pandaan  
1. Kemiri Sewu 
2. Nogosari 
- Keceling/Wangi 














4. Sukorejo  
1. Mojotengah - Jatitengah 
Sumber: Makalah Presentasi Jalan Tol Gempol-Pandaan, PT Margabumi 
Adhikaraya, Januari 2004 
 
3). Rute Definitive Plan melewati jalan eksisting sungai, saluran dan 
bangunan lainnya sebagai berikut: 
a). Jalan kereta api : 1 lokasi 
b). Jalan eksisting : 
- Jalan arteri : 2 lokasi 
- Jalan kolektor : 2 lokasi 
- Jalan lokal : 33 lokasi 
c). Sungai  : 3 buah 
d). Saluran  : 40 lokasi 
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Definitive Plan ini merupakan hasil kerja keras, cermat dan hati-hati 
yang dilakukan oleh konsultan. Keseriusan dalam menyusun Definitive 
Plan didasarkan atas kesadaran, bahwa Definitive Plan merupakan kunci 
dari berbagai kegiatan lain yang harus segera dilakukan. 
Dalam penyusunan Definitive Plan ini, Investor dengan bantuan 
Konsultan telah berupaya keras mewujudkan penghematan biaya, 
meningkatkan kenyamanan teknis, dan mengurangi sejauh mungkin 
dampak negatif pembangunan. Berbagai hasil pendekatan dan diskusi 
serta peninjauan lapangan, secara nyata telah memberi kontribusi yang 
besar dalam penyempurnaan Definitive Plan ini, hingga mendapat 
persetujuan dari Instansi yang berwenang. 
c. Penanganan Jalan Eksisting, Jalan Kereta Api, Saluran dan Sungai yang 
Terpotong Rute Definitive Plan 
Dengan adanya rute Definitive Plan tersebut maka terdapat beberapa 
jalan eksisting, sungai dan saluran yang akan terpotong. Dalam 
penanganannya akan dipertimbangkan terhadap beberapa faktor yang 
cukup penting. Hal ini mengingat penanganan jalan eksisting, saluran dan 
sungai yang terpotong akan sangat mempengaruhi biaya konstruksi 
maupun biaya pembebasan lahan. Dalam penanganan jalan eksisting yang 
terpotong beberapa hal yang dipertimbangkan adalah: 
- Geometrik jalan tol 
- Biaya konstruksi 
- Rencana pengembangan jalan eksisting dari Pemda Tk. II Pasuruan 
Rencana penanganan perlintasan dengan jalan kereta api adalah 
dengan underpass jembatan, demikian juga untuk perlintasan sungai. 
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Sedangkan perlintasan dengan saluran air direncanakan menggunakan 
gorong-gorong box. 
Jalan eksisting yang terpotong jalan tol terdiri dari jalan arteri, kolektor 
dan jalan lokal yang seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) lokasi dengan 3 
(tiga) cara penanganan yaitu: 
- Underpass box tunnel, underpass jembatan 
- Overpass box tunnel, overpass jembatan 
- Ditutup atau dialihkan ke jalan lain di sekitarnya 
Untuk mengantisipasi rencana pengembangan dari Pemda Tk. II 
Pasuruan maka lebar jalan kabupaten dan jalan desa yang terpotong adalah 
8,00 meter dengan lebar badan jalan 6,00 meter dan 2,00 meter untuk bahu 
kiri dan bahu kanan masing-masing selebar 1,00 meter. 
 
4. Kebutuhan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan
a. Tipikal Melintang Jalan Tol 
Sebagai kelanjutan dari Definitive Plan adalah penentuan kebutuhan 
lahan, yang ditentukan oleh tipikal melintang jalan tol dan juga ditentukan 
oleh geometrik jalan tol terutama persyaratan alinyemen vertikal. 
Kebutuhan lahan DAMIJA (Daerah Milik Jalan) minimal untuk jalan 
tol adalah 45 meter, hal ini sesuai dengan kebutuhan minimal lebar jalan 
tol yang akan terdiri dari median 9,70 meter tahap awal. Sedangkan lebar 
lajur jalan tol pada tahap awal adalah 2 x ( 2 x 3,60 m) = 14,40 meter, 
lebar bahu dalam masing-masing arah adalah 1,00 meter dan bahu luar 
adalah 3,00 meter. Sedangkan untuk keperluan pemeliharaan maka di 
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samping kiri-kanan jalan tol perlu dipersiapkan lahan selebar 5,00 meter. 
Jika jalan tol berada pada daerah galian atau timbunan maka lebar jalan tol 
akan bertambah sesuai dengan ketinggian atau timbunan tersebut. 
b. Kebutuhan Lahan 
Selain kebutuhan lahan untuk jalan utama, diperhitungkan juga lahan 
untuk simpang-susun dan untuk bangunan perlintasan dengan jalan 
eksisting, terutama jalan eksisting yang dibangun dengan konstruksi 
jembatan overpass. 
Secara keseluruhan estimasi kebutuhan lahan DAMIJA pada proyek 
Jalan Tol Gempol-Pandaan adalah 934.187,75 meter persegi atau 93,419 
Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) macam tipe tata guna lahan yaitu : 
perumahan, ladang dan sawah. Secara rinci estimasi kebutuhan lahan 




Tabel 2. ESTIMASI KEBUTUHAN LAHAN JALAN TOL GEMPOL-PANDAAN
Luas Jalan Tol (M2) Luas jalan tol akses (M2)No. Nama
































































































1. Desa Mojotengah 1,669.20 - 8,405.00 10,074.20 - - - -
TOTAL 162,345.35 557,481.85 210,105.55 929,932.75 0.00 4,255.00 0.00 4,255.00
TOTAL LAHAN YANG DIBEBASKAN 929,932.75 + 4,255.00 = 934,187.75
M2
Sumber: Makalah Presentasi Jalan Tol Gempol-Pandaan, PT Margabumi Adhikaraya, Januari 2004
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c. Implementasi Proyek 
Untuk merealisasikan proyek jalan tol ini, PT Margabumi Adhikaraya 
memperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp. 452.416.000.000,- 
Jumlah ini diperoleh berdasarkan studi dari konsultan PT Jasa Marga yaitu 
PT Buana Archicon tahun 1996 dan revisinya serta telah mendapat 
persetujuan dari PT Jasa Marga. 
Tabel 3. Biaya Investasi Proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan 
Keterangan Nilai (Rp Juta) 
A. Tanah  
B. Biaya Proyek 
1. Konstruksi 
2. Eskalasi 6% per tahun 
Sub Total 
3. Kontingensi (5%) 
4. Design dan FS 
5. Supervisi dan AMDAL 
Sub Total 
6. PPN 
7. Biaya Overhead 
Total Biaya Proyek 
Biaya Investasi sebelum bunga 














Total Biaya Investasi 530.080
Sumber: Makalah Presentasi Jalan Tol Gempol-Pandaan, PT 
Margabumi Adhikaraya, Januari 2004 
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Pendanaan investasi diharapkan didapat dari pemegang saham dan 
utang bank dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel 4. Sumber Modal Proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan 







Total  100 % 530.080 
Sumber: Makalah Presentasi jalan Tol Gempol-Pandaan, PT 
Margabumi Adhikaraya, Januari 2004 
Dari hasil rapat evaluasi dan klarifikasi aspek teknis, opersional, 
keuangan dan hukum antar Tim Negosiasi Penanaman Modal Jalan Tol 
Gempol-Pandaan dengan pihak PT Margabumi Adhikaraya, telah 




Tabel 5. Jadwal Kegiatan Proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan
Sumber: Makalah Presentasi Jalan Tol Gempol-Pandaan, PT Margabumi Adhikaraya, Januari 2004
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2040NO JENIS















B. Tahapan Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Proses Pengadaan Lahan Bagi 
Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan  Provinsi 
Jawa Timur 
2. Sosialisasi
Sosialisasi menjadi tahapan pertama yang harus dilakukan oleh Pelaksana 
Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan melibatkan 
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan. Sosialisasi untuk pengadaan lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan ini 
dilaksanakan mulai tanggal 12 April 2005, berdasarkan hasil wawancara 
dengan Bapak Rudy CCN, ST selaku Kepala Pelaksana Operasional Jalan Tol 
Gempol-Pandaan pada tanggal 15 November 2005, dihadiri oleh unsur-unsur 
sebagai berikut: 
- Bupati Pasuruan 
- Wakil Bupati Pasuruan 
- Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pasuruan 
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan 
- Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan 
- Para Camat di wilayah Kabupaten Pasuruan yang wilayahnya terkena 
proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan 
- Para Kepala Desa 
- Tokoh Masyarakat 
- Pelaksana Operasional Jalan Tol Gempol-Pandaan 
- Wakil PT Margabumi Adhikaraya 
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Acara Sosialisasi Tahap I yang dibuka oleh Bupati Pasuruan, pada 
dasarnya bertujuan memberi arahan kepada Panitia Pengadaan Tanah dalam 
melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator pengadaan tanah Jalan Tol 
Gempol-Pandaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005, bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas: 
a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman 
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan. 
b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya. 
c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan. 
d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena 
pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan 
tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik 
melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat 
diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan 
dan/atau pemegang hak atas tanah. 
e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan 
Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah 
dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. 
f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang 
hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas 
tanah. 
g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 
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h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan 
tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. 
Dalam acara Sosialisasi Tahap I tersebut Pelaksana Operasional 
Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan menyampaikan progaram 
Pemerintah tentang jalan tol di Indonesia dan aturan hukum yang dipakai 
dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Panitia Pengadaan Tanah bentukan 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Pasuruan melaporkan bahwa rencana kerja pengadaan tanah untuk 
Jalan Tol Gempol-Pandaan yang telah disepakati. 
Telah disepakati bahwa penyuluhan akan dilakukan per desa, yang akan 
dimulai pada tanggal 15 April 2005 dimulai dari Desa Legok dan akan selesai 
pada tanggal 30 April 2005 di Desa Suwajuwo. Sosialiusasi yang dilakukan 
per desa ini disepakati dilaksanakan pada malm hari, mengingat pada pagi 
hingga sore hari masyarakat melakukan aktivitas kesibukan sehari-hari. 
Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan 
mengirimkan surat No.UM.01.03/Pb-POGP/V/120405-01 tanggal 12 April 
2005 perihal Bantuan Tenaga Konsultan untuk Pelaksanaan Pekerjaan 
Pematokan dan Pengukuran Ulang Trase serta Pelaksanaan Inventarisasi 
untuk Jalan Tol Gempol-Pandaan kepada PT Margabumi Adhikaraya selaku 
Investor. 
Untuk memantapkan acara Sosialisasi dengan masyarakat, maka pada 
tanggal 14 April 2005 diadakan Acara Rapat Persiapan Sosialisasi Tahap II 
(Penyuluhan) untuk Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan, yang 
diikuti oleh: 
- Wakil Bupati Pasuruan 
- Sekretaris Daerah Pasuruan 
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- Kepala Bappeda Pasuruan 
- Para Camat 
- Para Kepala desa 
- Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan 
- Wakil PT Margabumi Adhikaraya 
Acara Rapat Persiapan sosialisasi Tahap II (Penyuluhan) dibuka oleh wakil 
Bupati yang pada dasarnya memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan 
Tanah Pasuruan dalam melaksanakan sosialisasi/penyuluhan. 
Dalam acara ini dibahas tentang kesiapan para camat dan kepala desa/lurah 
untuk melakukan penyuluhan dan tentang permintaan beberapa Kepala Desa 
untuk merubah jadwal penyuluhan di desanya. 
Wakil Bupati menyampaikan pesan dari Bupati Pasuruan yang 
mengingatkan Panitia bahwa besar nilai ganti kerugian yang diterima 
masyarakat harus sama dengan nilai ganti kerugian yang ditanda tangani oleh 
masyarakat yang berarti Panitia tidak boleh melakukan pemotongan sekecil 
apapun. 
Pelaksana Operasional mengingatkan bahwa apa yang akan disampaikan 
pada masyarakat sangat terbatas dan mungkin tidak semua pemilik tanah hadir 
dalam acara penyuluhan sehingga peran dari kepala desa/lurah akan menjadi 
sangat berarti. Hal ini memang sangat beralasan, terlebih masyarakat desa 
banyak yang tidak paham tentang pengadaan lahan untuk pembangunan bagi 
kepentingan umum yang dilakukan dengan cara penyerahan atau pelepasan 
hak atas tanah akan menimbulkan berbagai hal yang tidak dapat disangka-
sangka. Para Kepala Desa/Lurah akan menjadi sumber informasi yang sangat 
penting yang berkaitan dengan pengadaan lahan, karena para Kepala 
Desa/Lurah adalah orang yang paling mengerti kondisi dan situasi warganya 
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terlebih dalam hubungan dengan pengadaan lahan bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum yang tidak hanya melibatkan satu tangan saja, tetapi 
banyak pihak yng berkompeten yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada saat 
penyuluhan para Kepala Desa/Lurah juga harus mengingatkan warganya 
bahwa ketika dilaksanakan pembayaran uang ganti kerugian, setiap tagihan 
baik tagihan telepon, listrik, PBB, dan lain-lain harus telah dilunasi terlebih 
dahulu dengan menunjukkan bukti pembayaran asli. 
Tahapan Sosialisasi/Penyuluhan dengan warga masyarakat Kabupaten 
Pasuruan di mana proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan akan 
dilaksanakan, diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 29 April 2005, 
yang bertempat di balai desa masing-masing desa yang terkena proyek. 
Jadwal lengkap Sosilalisasi/Penyuluhan Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-




Tabel 6. Jadwal Sosialisasi Pengadaan Lahan 














15 April 2005 
16 April 2005 
18 April 2005 
19 April 2005 
20 April 2005 
23 April 2005 
 
25 April 2005 
26 April 2005 
27 April 2005 
28 April 2005 

























Balai Desa  
Balai Desa  
Balai Desa  
Balai Desa  
Balai Desa  
Balai Desa  
 
Balai Desa  
Balai Desa  
Balai Desa  
Balai Desa  
Balai Desa  
Sumber: Pelaksana Operasional Jalan Tol Gempol-Pandaan, 11 Juni 2005 
Sedangkan untuk Desa Mojo Tengah dan Suwajuwo Kecamatan Sukorejo 
(yang muncul setelah ada revisi Definitive Plan) yang rencana 
sosialisasi/penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2005, sesuai 
petunjuk Direktur Sistem Jaringan Prasarana ditunda sehubungan dengan 
tidak bertemunya end-point Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan start-point 
Jalan Tol Pandaan-Malang. Pelaksanaan penyuluhan untuk kedua desa 
tersebut dilaksanakan setelah selesainya desain tersebut yang dikerjakan oleh 





Dalam acara Sosialisasi/Penyuluhan tersebut, unsur-unsur yang hadir 
adalah: 
- Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Pasuruan 
- Para camat 
- Para Kepala Desa 
- Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan 
- Wakil PT Margabumi Adhikaraya 
- Masyarakat 
Sosialisasi yang dibuka oleh Camat setempat tersebut pada intinya 
meminta agar masyarakat merespon acara penyuluhan tersebut dengan baik. 
Dalam tiap-tiap Sosialisasi/Penyuluhan, selalu dibagi dengan dua sesi: 
a. Sesi I   
Diawali oleh pemaparan Panitia Pengadaan Tanah berupa 
penyampaian rencana pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan oleh 
Pemerintah Pusat dan fungsi daripada Panitia Pengadaan Tanah dalam 
pekerjaan ini. Pelaksana Operasional menyampaikan aspek tenik berupa 
panjang, luas kebutuhan lahan, serta adanya antisipasi berupa penanganan 
jalan desa, saluran yang akan terpotong dengan adanya jalan tol ini. Badan 
Pertanahan Nasional menyampaikan bahwa dalam kepemilikan tanah 
terkandung juga fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 
UUPA:”semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, yang berarti 
bahwa kepentingan umum di atas kepentingan pribadi pemilik. Dalam 
setiap Sosialisasi/Penyuluhan BPN juga menguraikan apa-apa saja yang 
harus disiapkan pemilik tanah dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan 
pembayaran uang ganti kerugian. 
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b. Sesi II 
Sesi II adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk 
menyampaikan pertanyaan sehingga diharapkan dari pertanyaan tersebut, 
masyarakat akan lebih mengerti tentang pembangunan jalan tol serta 
maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan tersebut. 
Pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat peserta 
sosialisasi/penyuluhan tersebut pada umumnya hampir sama di semua 
desa, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1). Tanah : 
- Tanah sisa yang tidak dapat dimanfaatkan 
- Tanah yang terbelah menjadi dua akibat adanya jalan tol 
- Kelengkapan bukti kepemilikan 
- Adanya kepemilikan berasal dari warisan 
- Tanah bengkok (aset desa) 
2). Bangunan : 
- Bangunan yang terkena sebagian 
- Selang waktu pembayaran dengan pembongkaran bangunan 
- Pemanfaatan bongkaran bangunan yang telah mendapat ganti 
kerugian 
- Unsur-unsur dari bangunan yang mendapat ganti rugi (seperti: 
sumur, listrik, telepon, septic tank, dan lain-lain) 
3). Tanaman : 
- Jenis tanaman yang mendapat ganti kerugian 
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- Tanaman musiman seperti jagung, padi, dan lain-lain 
- Pemanfaatan tanaman yang telah mendapat ganti kerugian 
4). Pengairan : 
- Saluran air eksisting untuk pertanian yang terputus akibat 
dibangunnya jalan tol 
- Pembangunan gorong-gorong yang jika tidak direncanakan dengan 
baik dapat mengakibatkan banjir pada wilayah sekitar 
- Pemeliharaan saluran air jika jalan tol telah dibangun 
5). Lain-lain : 
- Harga tanah yang akan dibayar kepada masyarakat 
- Cara pembayaran 
- Tata cara musyawarah 
- Kewajiban yang harus diselesaikan masyarakat untuk dapat 
menerima uang ganti rugi 
- Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan tol 
Setelah tahapan Sosialisasi/Penyuluhan kepada warga masyarakat yang 
tanah, bangunan dan tanamannya terkena proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan 
selesai dilakukan, maka diadakanlah Evaluasi Sosialisasi Tahap II 
(Penyuluhan), yang diadakan pada tanggal 4 Mei 2005, yang menghasilkan: 
a. Pelaksanaan Sosialisasi Tahap II (Penyuluhan) telah terselenggara dengan 
baik dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. 
b. Terdapat kekeiruan pada undangan yang disampaikan kepada masyarakat 
sehingga ada sebagian dari pemilik yang terkena jalan tol yang tidak ikut 
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dalam sosialisasi namun dari pihak kecamatan dan kelurahan akan 
memberikan penerangan kepada pemilik tersebut. 
c. Untuk Desa Mojotengah dan Suwajuwo Kecamatan Sukorejo (rencana 
lokasi tambahan sebagai akibat adanya permasalahan desain pada 
pertemuan end point Jalan Tol Gempol-Pandaan dan start point Jalan Tol 
Pandaan-Malang) yang pelaksanaan penyuluhannya ditunda akibat 
perubahan desain pada end point Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan start 
point Jalan Tol Pandaan-Malang agar segera dijadwalkan dalam waktu 
dekat. Untuk itu pihak Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol 
Gempol-Pandaan (Departemen Pekerjaan Umum) harus segera meminta 
PT Sedtco Marga Nusantara untuk mempercepat penyelesaian desain 
tersebut. 
d. Pelaksana Operasional diminta melaksanakan pengukuran dan pematokan 
karena akibat terlambatnya pelaksanaan pekerjaan tersebut akan 
mengganggu pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. 
e. Pelaksanaan pengukuran dan pematokan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum dan Konsultan direncanakan dimulai pada tanggal 9 Mei 2005 dan 
diminta agar aparat kecamatan dan kelurahan dapat membantu. 
 Pada tanggal 6 Mei 2005 telah diadakan Rapat Persiapan Pelaksanaan 
Inventarisasi untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Gempol-Pandaan, dengan 
peserta: 
- Asisten I Kabupaten Pasuruan 
- Bappeda Kabupaten Pasuruan 
- Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan 
- Dinas Pertanian Kabupten Pasuruan 
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- Sub Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan 
- Sub Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan 
- Pelaksana Operasional Kabupaten Pasuruan 
- Wakil PT Margabumi Adhikaraya 
- Rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 
- Disepakatinya jadwal pelaksanaan inventarisasi 
- Disepakatinya bahwa Pelaksana Operasional akan disediakan kendaraan 
yang akan dipakai dalam pelaksanaan inventarisasi 
- Agar lebih efektif diperlukan adanya kantor Sekretariat P2T dan 
disepakati kantor P2T tersebut berada di Ruang Serbaguna Kabupaten 
Pasuruan bagian belakang 
- Direncanakan pada tanggal 11 Mei 2005 akan diadakan rapat yang lebih 
bersifat teknis di Kantor Pelaksana Operasional untuk membahas 
persiapan dan format yang akan dipakai dalam pelaksanaan inventarisasi. 
 Pada tanggal 9 Mei 2005 diadakan Rapat Koordinasi masalah Pengadaan 
Lahan Jalan Tol Waru-Bandara Juanda dan Jalan Tol Gempol-Pandaan, yang 
dihadiri oleh: 
- Direktur Sistem Jaringan Prasarana 
- PT Jasa Marga (Persero) 
- PT Citra Marga Surabaya 
- PT Margabumi Adhikaraya 
- Pelaksana Operasional Jalan Tol Gempol-Pandaan 
 Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut: 
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a. Untuk Jalan Tol Waru-Bandara Juanda diadakan pembahasan masalah 
pengadaan tanah untuk Jalan Tol waru-Bandara Juanda 
b. Untuk Jalan Tol Gempol-Pandaan, dilaporkan hal-hal sebagai berikut: 
1). Bahwa penyuluhan untuk 12 desa dari 14 desa yang terkena Jalan Tol 
Gempol-Pandaan telah diselesaikan dan untuk 2 desa yang belum akan 
dilakukan setelah perubahan desain pad end point Jalan Tol Gempol-
Pandaan dengan start point jalan Tol pandaan-Malang selesai 
2). Pelaksanaan inventarisasi tanah, bangunan, tanaman, utilitas 
rencananya akan dimulai pada tanggal 16 Mei 2005 
3). Sesuai dengan hasil koordinasi dengan BPN pada tangga 4 April 2005 
tentang adanya biaya pengukuran (PP No. 46 tahun 2002 tentang tarif 
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan 
Pertanahan Nasional dan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pasuruan tanggal 4 Februari 2005 perihal Tarif Pelayanan Pengukuran 
dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2005) maka biaya pengukuran bidang harus segera dibayarkan 
agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi 
c. Arahan  Direktur Sistem Jaringan Prasarana: 
1). Perihal PP No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak maka akan segera dibuatkan Surat Dirjen kepada 
Kepala BPN yang akan mempertanyakan apakah biaya pengukuran 
yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2002 tetap dikenakan pada 
pengukuran tanah untuk kepentingan umum dan apakah biaya tersebut 




2). Agar proses pekerjaan pengukuran dan inventarisasi bidang tanah oleh 
BPN dalam rangka pengadaan lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan tidak 
terhambat, maka Pelaksana Operasional diperbolehkan membayar 
biaya pengukuran tersebut sambil menunggu perkembangan lebih 
lanjut 
Pada tanggal 11 Mei 2005 diadakan rapat teknis Persiapan Pelaksanaan 
Inventarisasi untuk Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan, yang 
dihadiri oleh: 
- Bappeda Kabupaten Pasuruan 
- BPN Kabupaten Pasuruan 
- Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan 
- Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan 
- Sub Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan 
- Sub Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan 
- Pelaksana Operasional Jalan Tol Gempol-Pandaan 
- Wakil PT Margabumi Adhikaraya 
- Konsultan PT Ciriatama 
Rapat tersebut mengahasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu: 
a. Pelaksanaan Inventarisasi dibagi menurut bidang masing-masing yaitu: 
- BPN 3 Tim 
- Cipta Karya 1 Tim 
- Pertanian 2 Tim 
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- Pengairan 1 tim yang akan dibantu Tim Pengairan dari Kecamatan 
- Bina Marga 1 Tim 
b. Format yang akan dipakai dalam pelaksanaan inventarisasi akan 
digandakan oleh Sekretariat P2T dan akan diserahkan kepada pelaksana 
inventarisasi sebelum tanggal 16 Mei 2005. 
c. Disepakatinya bahwa pada hari pertama inventarisasi pada tanggal 16 Mei 
2005 akan dilaksanakan inventarisasi secara bersama-sama serentak oleh 
seluruh pelaksana lapangna inventarisasi di Desa Legok dan untuk 
selanjutnya akan mengikuti rencana masing-masing tim. 
d. Sesuai pengalaman yang lalu bahwa sering terjadi hilang/bergesernya 
patok trase jalan tol dan untuk membedakannya dengan patok batas tanah 
yang dipasang oleh masyarakat, maka diminta agar Departemen Pekerjaan 
Umum mengganti patok kayu dengan yang lebih permanen. Disepakati 
dalam rapat bahwa patok pengganti berupa ptok paralon yang diisi dengan 
beton. 
e. PT Margabumi Adhikaraya diminta menyediakan kendaraan yang dipakai 
dalam pelksanaan inventarisasi berupa 3 unit mobil dan 6 unit sepeda 
motor. 
f. PT Margabumi Adhikaraya menyanggupi pengganti patok kayu dan 
penyediaan kendaraan namun meminta agar Pelaksn operasional 
mengirimkan surat resmi kepada mereka. 
Sesuai dengan arahan Direktur Sistem Jaringan Prasarana pada rapat 
koordinasi pada tanggal 9 Mei 2005 perihal biaya pengukuran sesuai PP No. 
46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku Pada Badan Pertanahan dan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pasuruan tanggal 4 Februari 2005 perihal Tarif Pelayanan Pengukuran dan 
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Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2005, 
maka Pelaksana Operasional menyampaikan surat No. UM.01.03/Pb-
POGP/V/120505-01 tanggal 12 Mei 2005 perihal Permohonan Pengukuran 
Bidang tanah yang terkena Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yang meminta agar 
pembayaran biaya pengukuran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
pelaksanaan di lapangan karena luas dan jumlah bidang tanah milik 
masyarakat belum diketahui secara pasti. 
Untuk menindak lanjuti hasil rapat pada pada tanggal 11 Mei 2005 dan 
surat dari P2T Kabupaten Pasuruan No. 593.82/435/424.087/2005 tanggal 16 
Mei 2005 perihal Pengamanan Hasil Pematokan dan Pengukuran yang Telah 
Dilakukan Dalam Rangka Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 
Jalan Tol Gempol-Pandaan, maka telah dibuatkan surat kepada PT 
Margabumi Adhikaraya untuk mengganti patok ROW yang semula kayu 
menjadi paralon yng diisi beton. 
Proses terakhir dalam tahapan rangkaian acara sosialisasi tersebut yaitu 
pekerjaan pematokan dan pengukuran trase jalan tol. Pekerjaan pematokan 
dan pengukuran trase jalan tol dilaksanakan oleh PT Ciriatama Nusawidya 
Consult, yang dilakukan dengan 2 (dua) tim survey. 
Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah 
menempatkan individu dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tak 
terpisahkan (”kedwitunggalan”) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang 
terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat 
sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih 
bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap 
hak perseorangan.  
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Dalam kerangka berpikir ini, hak-hak perorangan atas tanah tidak bersifat 
mutlak, tetapi selalu ada batasnya, yakni kepentingan orang lain, masyarakat 
atau negara. Dengan demikian dituntut penguasaan dan penggunaan tanah 
secara wajar dan bertanggung jawab, di samping bahwa dalam setiap hak atas 
tanah yang dipunyai seseorang diletakkan pula kewajiban teetentu. Ada 
pertanggung jawaban individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya 
kepentingan bersama/kepentingan umum, karena manusia tidak dapat 
berkembang sepenuhnya pabila berada di luar keanggotaan suatu masyarakat. 
Konsep hubungan ini tertera dalam Pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa 
”semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.  
Maka langkah yang ditempuh oleh Pelaksana Operasional Pengadaan 
Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan, tim Investor, serta Panitia Pengadaan 
Tanah Kabupaten Pasuruan dalam mengadakan sosialisasi tentang 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan kepada masyarakat Kabupaten 
Pasuruan yang wilayahnya terkena proyek tersebut, sudah tepat, dengan 
mengusung payung hukum Pasal 6 UUPA tersebut, dan tidak bertentangan 
dengan norma hukum yang ada. 
3. Inventarisasi
Jalan Tol Gempol-Pandaan merupakan bagian dari sistem transportasi 
Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagian dari rencana pengembangan jalan 
tol ke arah selatan. Selain Jalan Tol Gempol-Pandaan, pengembangan ke 
selatan akan dibangun Ruas Jalan Tol Pandaan-Malang dan Jalan Tol 
Gempol-Pasuruan-Probolinggo. 
Koridor Jalan Tol Gempol-Pandaan merupakan wilayh administrasi 
Kabupaten Pasuruan dengan panjang jalan 14 (empat belas) kilometer 
(termasuk akses) dan luas +/- 100,07 Ha. 
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Koridor Jalan Tol Gempol-Pandaan melewati 4 Kecamatan dan 14 Desa 
dengan rician sebagai berikut: 
a. Kecamatan Gempol yang terdiri dari: 
1). Desa Legok 
2). Desa Winong 
3). Desa Randupitu 
b. Kecamatan Beji yang terdiri dari: 
1). Desa Gunung Gangsir 
2). Desa Wonokoyo 
c. Kecamatan Pandaan yang terdiri dari: 
1). Desa Kemiri Sewu 
2). Desa Nogosari 
3). Desa Kebon Waris 
4). Desa Kutorejo 
5). Desa Jogosari 
6). Desa Wedoro 
7). Desa Karang Jati 
d. Kecamatan Sukorejo yang terdiri dari: 
1). Desa Mojotengah 
Desa Suwajuwo yang terletak di Kecamatan Sukorejo, yang pada awal 
penyampaian estimasi kebutuhan lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan tidak 
muncul, namun kemudian dimunculkan pada saat revisi Definitive Plan, 
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akhirnya tidak dimunculkan atau dengan kata lain Jalan Tol gempol-
pandaan tidak memakan desa tersebut, karena masyarakat desa keberatan 
apbila proyek tersebut melintasi pemakaman umum yang berada di desa 
tersebut, dan atas keberatan tersebut, masyarakat melalui Kepala Desa 
mengirimkan surat kepada Panitia Pengadan Tanah Kabupaten Pasuruan 
dan Pelaksana Operasional sehingga hasil inventarisasinya adalah, Desa 
Suwajuwo tidak dipakai dalam pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan. 
Bagian-bagian penting dari pekerjaan yang tercakup dalam proyek ini 
meliputi sebagai berikut: 
a. Survey Lapangan Awal/Pendahuluan 
Survey lapangan awal dilakukan untuk investigasi data awal yang 
bertujuan untuk melakukan pencatatan dan pencocokan data-data yang 
diperoleh terhadap site sehingga akan mempermudah pelaksanaan 
pekerjaan selanjutnya. 
Dari hasil pengolahan data pengukuran terdahulu diadakan 
pemeriksaan titik-titik koordinat Bench Mark (BM) yang masih ada dan 
selanjutnya akan dipergunakan sebagai titik acuan dalam mencari titik-
titik ROW dan Center Line. Hasil pencatatan dan kodifikasi awal ini akan 
digunakan sebagi acuan dalam melakukan survey pengukuran dan 
inventarisasi selanjutnya. 
Secara garis besar, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah: 
1). Menyiapkan peta dan data yang telah ada untuk digunakan sebagai 
acuan dalam melakukan investigasi awal. 
2). Melakukan peninjauan bersama pihak Pelaksana Operasional 




3). Melakukan Inventarisasi titik BM yang ada dengan mencatat perkiraan 
lokasi dan jumlahnya pada peta yang telah disiapkan.  
4). Membuat kodifikasi awal terhadapo titik BM tersebut. 
5). Memasang tanda-tanda di lapangan di mana hal ini akan 
mempermudah dalam pelaksanaan survey selanjutnya. 
6). Membuat foto-foto dokumentasi. 
b. Pengukuran dan pematokan ulang ROW dan Center Line 
Pengukuran dan pematokan ulang ROW dan Center Line dilakukan 
dengan mengikuti kodifikasi yang telah dibuat sebelumnya dan 
berpatokan terhadap titik-titik BM yang masih ada. 
Tujuan dari survey ini adalah: 
1). Mendapatkan titik-titik ROW dan Center Line Jalan Tol Gempol-
Pandaan sesuai dengan gambar land plan yang diberikan. 
2). Mendapatkan titik-titik batas lahan yang akan dibebaskan untuk 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan sesuai dengan gambar 
rencana. 
Lingkup kegiatan tersebut mencakup: 
1). Melakukan pengukuran sepanjang rencana jalan tol termasuk akses 
jalan tol dalam rangka pematokan titik-titik ROW dan Center Line. 
2). Melakukan pematokan titik-titik ROW dan Center Line. 
3). Membuat gambar ROW jalan tol. 




a). Pengukuran titik-titik ROW dan Center Line 
Pengukuran titik-titik ROW dan Center Line pada dasarnya 
adalah melakukan pematokan/stake out di mana dalam 
pelaksanaannya adalah memindahkan/mentransfer titik-titik yang 
ada di peta perencanaan ke lapangan (permukaan bumi). Data land 
plan diberikan dalam bentuk soft copy sehingga dapat dikeluarkan 
titik-titik koordinat untuk ROW dan Center Line setiap jarak 50 
meter untuk jalan lurus sedangkan untuk jalan yang menikung 
maupun untuk daerah Intercharge akan disesuaikan di lapangan 
atau sesuai dengan arahan pemberi tugas. 
(1). Pematokan Jalur Lurus 
Pematokan jalur lurus pada jalan raya adalah pematokan 
tangen atau garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik PI. 
Pada pematokan tangen, dilaksanakan pada jarak setiap 50 
meter dan pemasangan pilar (Bench Mark) pada jarak 
maksimal 500 meter (untuk Jalan Tol Gempol-Pandaan titik 
BM telah tersedia). Sebelum melakukan pematokan pada 
tangen maka haruslah ditentukan terlebih dahulu station 
awal/titik awal rencana sumbu jalan tersebut. 
(a). Pematokan Suatu Titik di Lapangan 
Untuk menentukan titik awal dari rencana sumbu jalan, 
diperlukan minimal dua pilar (Bench Mark) yang ada di 
lapangan dengan diketahui koordinatnya. Jadi pada saat 
akan membuat peta perencanaan, harus dipasang minimal 
dua buah pilar BM pada awal sumbu rencana jalan dan 
diukur/dihitung koordinatnya. Untuk kasus Jalan Tol 
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Gempol-Pandaan terdapat 28 buah titik BM yang telah 
dipasang sebelumnya. 
Misalnya Sta. 0+000 mempunyai koordinat (Xo,Yo) 
yang didapat dari peta perencanaan secara grafis dan Sta. 
0+000 adalah titik yang akan dicari letaknya di lapangan 
dan dalam hal ini sebagai pegangan (referensi) dipakai 
titik-titik Bench Mark A (Xa,Ya) dan Bench Mark B 
(Xb,Yb). 
Untuk menentukan titik awal Sta. 0+000 dapat 
dilakukan dari A atau B tergantung dari situasi dan kondisi 
medannya tetapi sebaiknya dilakukan dua kali yaitu dari A 
dan dari B sehingga ada suatu koreksi. 
 





Dab BM B (Xb,Yb) BM A (Xa,Ya) 
Sta. 0+000 (Xo,Yo) 
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i. Mematok Sta 0+000 dari titik A : 
Sebelum melakukan pematokan, terlebih dahulu 
menghitung besaran-besaran yang diperlukan untuk 
pematokan dengan cara sebagai berikut : 
i). Hitung azimuth/sudut jurusan garis AB ( ab) :





 ab = …. o …. ‘ ….” 
ii). Hitung sudut jurusan garis AO ( ao) :




 ao = …. o …. ‘ ….” 
iii). Hitung sudut   = < OAB 
 
 = ab -  ao 
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v). Cara pematokannya sebagai berikut : 
(i). Letakkan alat ukur sudut di ats titik Bench 
Mark A dan atur alat tersebut. 
(ii). Arahkan alat ukur tersebut ke titik BM-B, 
misalkan bacaan lingkaran horizontalnya = I1
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(iii). Kemudian putar alat ukur searah jarum jam 
sehingga bacaan lingkaran horizontalnya = I1
+ (360o -  )
(iv). Ukur jarak sepanjang dao yang searah dengan 
garis bidik teropong pada iii. 
(v). Dengan demikian letak Sta. 0+000 dapat 
dipatok. 
ii. Mematok Sta 0+000 dari titik B :  
Sebelum melakukan pematokan, terlebih dahulu 
menghitung besaran-besaran yang diperlukan untuk 
pematokan dengan cara sebagai berikut : 
i). Hitung Azimuth/sudut jurusan garis BA ( ba ) :




ba = …. 
o …. ‘ ….” 
ii). Hitung sudut jurusan garis BO ( bo ) :




bo = …. 
o …. ‘ ….” 
iii). Hitung sudut  = < OBA 
  = ao - ba
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v). Cara pematokannya sebagai berikut : 
(i). Letakkan alat ukur sudut diatas titik Bench 
Mark B dan atur alat tersebut. 
(ii). Arahkan alat ukur tersebut ke titik BM-A, 
misalkan bacaan lingkaran horizontalnya 
= I2. 
(iii). Kemudian putar alat ukur searah jarum 
jam sehingga lingkaran horizontalnya = I2
+  .
(iv). Ukur jarak sepanjang dbo yang searah 
dengan garis bidik teropong pada (iii). 
(v). Dengan demikian letak Sta. 0+000 dapat 
dipatok. 
(b). Pematokan As/Sumbu Rencana Jalan 
 Pematokan As/Sumbu Rencana Jalan di sini adalah 
pematokan tangen atau garis lurus yang menhubungkan 
dua titik PI atau titik awal dengan titik PI. 
 Sebelum melakukan pematokan jarak setiap 50 meter 
pada tangen terlih dahulu harus menetapkan arah dari 




Gambar 2. Pematokan As/Sumbu Rencana Jalan 
 Sebelum melakukan pematokan, terlebih dahulu 
menghitung besaran-besaran yang diperlukan untuk 
pematokan dengan cara sebagai berikut : 
i. Hitung azimuth/ sudut jurusan garis OB ( ob ) :




ob = …. 
o …. ‘ ….” 
ii. Hitung sudut jurusan garis O1 ( 1o ). 






1o = …. 
o …. ‘ ….” 
iii. Hitung sudut  = < 1OB 
  = ob - 1o















BM B (Xb,Yb) 
Tangen II Tangen I 
PI 1 (X1,Y1) 
PI 2 (X2,Y2) 
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v. Cara pematokannya sebagai berikut : 
i). Letakkan alat ukur sudut diatas Sta. 0+000 dan atur 
alat tersebut. 
ii). Arahkan alat ukur tersebut ke titik  B dan baca 
lingkaran horizontalnya,misalnya I3. 
iii). Kemudian putar alat ukur searah jarum jam 
sehingga bacaan lingkaran horizontalny = I3 + (360-
 ). 
iv). Ukur jarak setiap 5o m yang searah dengan garis 
bidik teropong sampai jarak dari Sta. 0+000 ke titk 
PI sehingga titik PI 1 dapat dipatok. 
v). Setelah titik PI 2 dapat di patok dengan data 
hitungan 12 atau dari data lengkungan ( ). 
(2). Pengukuran Jarak 
Pengukuran jarak dilakukan dengan memakai pita ukur 
baja dalam satu arah, dicek dengan pembacaan ke muka dan ke 
belakang dari jarak optis. 
Dalam hal medannya miring, maka jarak ukur pita baja 
harus dikoreksi menjadi jarak datar. Hal ini dapat dilaksanakan 
dengan membaca sudut vertikal antara dua titik secara 
sederhana, benang tengah alat ukur diarahkan pada nilai rambu 
sesuai dengan tinggi alat ukur. Kemudian sudut vertikal dibaca, 
setelah nivo lingkaran diketengahkan. 
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b). Pemasangan patok-patok 
Setelah diketahui letak titik-titik ROW dan Center Line yang 
sesuai dengan gambar rencana, maka titik tersebut diberi tanda 
berupa patok-patok kayu. Sesuai dengan arahan pemberi tugas 
maka untuk patok pada batas ROW diberi warna kuning sedangkan 
patok pada Center Line diberi warna merah. Untuk menghindari 
rusak atau dipindahkannya patok-patok kayu yang telah dipasang, 
maka pihak pemberi tugas menggantinya dengan patok paralon 
diisi besi dan adukan beton dan dicat dengan warna yang sama. 
c). Penggambaran peta 
Penggambaran dilakukan setelah tahap-tahap hitungan selesai 
dilakukan. Tahapan penggambaran dilakukan sebagai berikut: 
(1). Koordinat titik-titik ROW dan Center Line diplot dan 
digambar pada kertas gambar yang telah dipersiapkan 
terlebih dahulu (pembuatan rencana lembar peta) 
(2). Pengisian detail gambar (detail lapangan) 
(3). Setelah seluruh detail selesai diplot, draft diasistensikan 
terlebih dahulu sebelum dipindhkan gambar akhir (final 
drawing) 
(4). Penggambaran akhir dengan diberi legenda beserta 
kelengkapan peta lainnya (informasi tepi) 
(5). Skala peta adalah 1 : 1.000 





c. Inventarisasi/Pendataan aset masyarakat yang terkena proyek Jalan Tol 
Gempol-Pandaan 
Pelaksanaan Inventarisasi aset masyarakat pemilik tanah pada 
dasarnya merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah, di mana 
untuk ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan dilakukan oleh Panitia Pengadaan 
Tanah Kabupaten Pasuruan. Keberadaan Tim Konsultan dalam kegiatan 
ini hanya bersifat membantu mempercepat selesainya pelaksanaan 
inventarisasi tersebut dan mendampingi pihak Pelaksana Operasional 
Pengadaan Lahan untuk Jalan Tol Gempol-Pandaan dalam hal memonitor 
jalannya inventarisasi agar jalannya hasilnya sesuai dengan apa yang ada 
di lapangan. 
Dalam pelaksanaan inventarisasi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten 
Pasuruan membentuk Tim Teknis yang berasal dari Instansi Teknis yang 
bertanggung jawab di bidangnya dengan pembagian pelaksanaannya 
sebagai berikut: 
1). Pelaksanaan Inventarisasi untuk pengukuran bidang tanah dan 
kepemilikan tanah adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten 
Pasuruan. 
Tugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam 
hal ini adalah mengukur dan mendata bukti-bukti kepemilikan atas 
tanah (masing-masing pemilik tanah) diukur dan dihitung luasnya, 
sesuai dengan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh tetangga sebelah 
pemilik tanah tersebut, karena jika tidak diketahui oleh tetangga 
sebelah tersebut dikhawatirkan akan ada komplain (keberatan) 
mengenai batas tanah yang sebenarnya dan pada saat pengukuran 




Sebelum dilakukan inventarisasi/pengukuran wilayah kerja dibagi 
menjadi 4 wilayah sehingga dibutuhkan 4 Tim Pengukur. Pembagian 
Tim tersebut adalah sebagai berikut: 
a). Tim I mencakup wilayah: 
- Desa Legok 
- Desa Winong 
- Desa Randupitu 
b). Tim II mencakup wilayah: 
- Desa Gunung Gangsir 
- Desa Wonokoyo 
c). Tim III mencakup wilayah: 
- Desa Kemirisewu 
- Desa Nogosari 
- Desa Kebonwaris 
- Desa Kutorejo 
- Desa Jogosari 
- Desa Karang Jati 
- Desa Wedoro 
d). Tim IV mencakup wilayah: 
- Desa Mojotengah  
Dalam pelaksanaan inventarisasi tanah Tim Badan Pertanahan 
Kabupaten Pasuruan didampingi oleh Konsultan, Staf Pelaksana 
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Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan dan aparat 
kelurahan/desa serta disaksikan oleh pemilik tanah untuk 
menunjukkan batas-batas tanahnya. 
Inventarisasi yang dilakukan meliputi: 
a). Pengukuran dalam rangka mendapatkan luas tanah 
b). Pendataan Bukti Kepemilikan 
c). Penggambaran Peta 
Pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh tim Badan 
Pertanahan Kabupaten Pasuruan mengalami beberapa kendala, di 
antaranya: 
a). Adanya beberapa lokasi yang belum dapat diinventarisasi 
disebabkan karena terjadinya sengketa kepemilikan. Sebagai 
contoh di Kelurahan Randupitu terdapat kavling tanah yang telah 
dijual pemilik lama kepada beberapa orang. Terjadi perbedaan 
pendapat antara pemilik lama dengan pemilik baru terhadap 
kepemilikan jalan di depan kavling tersebut. Pemilik lama 
menganggap bahwa jalan tersebut adalah miliknya namun ditolak 
oleh pemilik baru. Tim Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan 
akan kembali ke lokasi tersebut apabila masalah tersebut telah 
mereka selesaikan. 
b). Adanya beberapa patok kayu yang telah dipasang oleh Konsultan 




2). Pelaksanaan Inventarisasi untuk bangunan adalah Dinas Cipta Karya 
Kabupaten Pasuruan. 
Dinas Cipta Karya bertugas mengukur luas bangunan yang ada di 
atas tanah maupun yang di dalam dan dihitung luasnya serta menilai 
klasifikasi/kelas bangunan tersebut beserta item-item yang lain di 
antaranya: 
- Listrik berapa watt 
- IMB (Izin Mendirikan Bangunan), berkaitan pada nilai ganti rugi 
- Sumur gali/sumur pompa 
- Pagar tembok 
- Jalan masuk, jembatan masuk atau gorong-gorong 
- Relief (hiasan dinding) 
- Telepon, air PAM, dan lain-lain 
Dalam pelaksanaan inventarisasi ini Panitia Pengadaan Tanah 
menyediakan form pendataan yang terdiri dari 2 lembar di mana 
lembar pertama untuk data sedangkan lembar kedua untuk sketsa 
bangunan. Dalam lembar pertama form tersebut diisi data-data sebagai 
berikut: 
a). Identitas Pemilik 
Identitas pemilik yang terdiri dari: 
- Nama Pemilik Bangunan 





- Nama Pemilik Tanah 
- Alamat Pemilik Tanah 
- Keadaan Bangunan (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat) 
b). Deskripsi Bangunan 
Deskripsi Bangunan adalah jenis material yang digunakan 
untuk membangun dan kondisi bangunan pada saat diadakan 
pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan Kelas dari 
bangunan tersebut.  
Pelaksanaan inventarisasi bangunan oleh Dinas Cipta Karya 
Kabupaten Pasuruan mengalami berbagai kendala, yaitu waktu 
yang terbatas diakibatkan tenaga dari Sub Dinas Cipta Karya yang 
mempunyai tugas lain selain inventarisasi sehingga pelaksanaan 
inventarisasi dilaksanakan setelah tugas kantor selesai. 
3). Pelaksanaan Inventarisasi untuk tanaman adalah Dinas Pertanian 
Kabupaten Pasuruan. 
Tugas dari Dinas Pertanian sebagai bagian dari Panitia Pengadaan 
Tanah adalah mendata tanaman yang tumbuh di atas tanah dan 
dihitung jumlahnya serta klasifikasinya (besar, sedang, kecil). Untuk 
tanaman kayu keras (jati, akasia, trembesi dan lain-lain) dihitung per 
pohon, untuk tanaman musiman (padi, singkong, kedelai dan lain-lain) 
tidak didata. Untuk pengadaan lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan 
tanaman yang didata adalah tanaman berusia lebih dari satu tahun. 
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Dalam pelaksanaan inventarisasi ini Panitia Pengadaan Tanah 
menyediakan form pendataan. Dalam lembar form tersebut akan diisi 
data-data sebagai berikut: 
a). Identitas Pemilik 
Identitas Pemilik yang terdiri dari: 
- Nama Pemilik Tanaman 
- No. KTP Pemilik Tanaman 
- Pekerjaan 
- Alamat 
- Nama Pemilik Tanah 
- Alamat Pemilik Tanah 
- Keadaan Tanaman 
b). Deskripsi Tanaman 
Dalam deskripsi tanaman akan diisi jenis tanaman/klasifikasi 
(besar/sedang/kecil) dan jumlah tanaman yang berada di bidang 
tanah masyarakat yang terkena proyek tol tersebut. 
Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan 
inventarisasi mengalami kendala di lapangan, yaitu waktu yang 
terbatas diakibatkan tenaga dari Dinas pertanian yang mempunyai 
tugas lain selain inventarisasi sehingga pelaksanaan inventarisasi 
dilaksanakan setelah tugas cantor selesai. Masalah ini diantisipasi 




4). Pelaksanaan Inventarisasi untuk jalan adalah Dinas Bina Marga 
Kabupaten Pasuruan. 
Tugas Dinas Bina Marga dalam Panitia Pengadaan Tanah adalah 
mendata jalan yang terkena proyek jalan tol, dan memilah-milah 
(membedakan) apakah jalan yang didata tersebut merupakan Jalan 
Desa, Jalan Setapak atau Jalan Kampung/Dusun dan Jalan Kabupaten, 
karena Jalan Desa adalah aset milik desa (kekayaan desa), biasanya 
aset tersebut dinilai kemudian pembangunannya 
direlokasikan/dipindahkan ke tempat lain, misalnya untuk perkerasan 
jalan, tempat ibadah, perbaikan-perbaikan saluran dan sebagainya. 
Inventarisasi ini dimaksud untuk mengetahui jenis dan luas jalan 
desa/kabupaten/provisi/negara yang dilintasi Jalan Tol Gempol-
Pandaan. 
5). Pelaksanan Inventarisasi untuk saluran adalah Dinas Pengairan 
Kabupaten Pasuruan. 
Tugas dari Dinas Pengairan dalam Panitia Pengadaan Tanah 
adalah mendata saluran/irigasi, yang dibedakan menjadi irigasi teknis 
dan irigasi non teknis. Irigasi teknis adalah Sistem Irigasi yang dibuat 
oleh Pemerintah (Dinas Pengairan) untuk mengairi sawah-sawah 
teknis, sedangkan Irigasi Non Teknis adalah irigasi musiman, yang 
biasanya berupa tadahan air hujan. 
Inventarisasi ini dimaksud untuk mendata aset berupa 
saluran/irigasi dan lainnya yang akan terputus diakibatkan oleh 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan. 
Hasil Inventarisasi Jalan Tol Gempol-Pandaan, meliputi 4 (empat) 
kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, yaitu: 
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1). Kecamatan Gempol, terdiri dari: 
a). Desa Legok : 33.014 m2
b). Desa Winong : 111.394 m2
c). Desa Randupitu : 202.086 m2
2). Kecamatan Beji, terdiri dari: 
a). Desa Gunung Gangsir : 40.753 m2
b). Desa Wonokoyo  : 137.158 m2
3). Kecamatan Pandaan, terdiri dari: 
a). Desa Kemiri Sewu : 36.481 m2
b). Desa Nogosari  : 81.768 m2
c). Desa Kebonwaris  : 29.046 m2
d). Desa Kutorejo  : 44.687 m2
e). Desa Jogosari  : 33.877 m2
f). Desa Karangjati  : 232.254 m2
g). Desa Wedoro  : 7.737 m2
4). Kecamatan Sukorejo, terdiri dari: 
a). Desa Mojotengah  : 22.413 m2
d. Pelaporan hasil Inventarisasi 
Setelah masing-masing Tim melakukan Inventarisasi maka dibuatlah 
daftar Inventarisasi yang berisi data-data gabungan antara hasil pendataan 
tanah, tanaman, serta bangunan. 
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Setelah pendataan/Inventarisasi dari masing-masing instansi selesai, 
maka dilanjutkan dengan Evaluasi Pembahasan Hasil Inventarisasi. 
Masing-masing Instansi melaporkan hasil pendataan/inventarisasi kepada 
Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah, selanjutnya Sekretariat Panitia 
Pengadaan Tanah menyusun hasil Inventarisasi tersebut antara lain: 
1). Pemilik tanah dan luasannya 
2). Pemilik tanah dan jumlahnya 
3). Pemilik bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya 
Untuk mendapatkan hasil yang optimal/akurat Sekretariat Panitia 
Pengadaan Tanah mengundang para anggotanya dan Tim Teknis dari 
Instansi Terkait yang mengikuti pendataan yaitu BPN, Dinas Cipta Karya, 
Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga dan Dinas Pertanian). Di samping dari 
Instansi tersebut, Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah juga mengundang 
para Pamong Desa/Kelurahan untuk bersama-sama membahas hasil 
pendataan di lapangan.  
Di dalam melaksanakan pendataan di lapangan sering terjadi salah 
nama, salah data atau salah jumlah pada saat pelaporan ke Sekretariat 
Panitia Pengadaan Tanah dan lain-lain maka perlu diadakan Evaluasi 
bersama. Sebagai contoh, ada sebidang tanah yang bangunannya milik 
orang lain (tanah milik orang tuanya, kemudian bangunannya milik 
anaknya), atau sebidang tanah yang tanamannya milik orang lain (tanah 
milik orang tuanya, kemudian tanamannya milik anaknya), dan lain 
sebagainya. Hal-hal yang demikian perlu dipisahkan daftarnya. 
Setelah semua Evaluasi selesai, Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah 
membuat Daftar Inventarisasi dan seluruh Angota Panitia Pengadaan 
Tanah menanda tanganinya. 
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Daftar inventarisasi yang telah ditanda tangani oleh seluruh Panitia 
Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan diumumkan oleh Panitia 
Pengadaan Tanah di desa-desa yang terkena proyek Jalan Tol Gempol-
Pandaan, BPN, serta di Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah. 
Pengumuman dilaksanakan selama 1 bulan penuh, dan masyarakat diberi 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyanggah apabila ada hal 
miliknya yang tidak sesuai. 
 Inventarisasi yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional Pengadaan 
Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan yang didampingi oleh Tim Teknis 
instansi yang terkait di Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi pembangunan 
jaln tol tersebut, dimaksudkan untuk memdapatkan gambaran yang jelas 
mengenai lokasi pembangunan yangdisesuaikna dengan Definitive Plan 
yang telah disusun. Inventarisasi ini sebagai bagian dari proses pengadaan 
tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61  ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ”Pemerintah 
melaksanakan pengadan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi 
kepentingan umum berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah 
kabupaten/kota”. 
4. Pra Musyawarah
Dalam melakukan musyawarah diperlukan acuan harga selain Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut diperlukan 
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, yang mengacu pada Kerangka Acuan 
Kerja/Term of Reference (TOR), yang dibuat pada saat Departemen Pekerjaan 
Umum mengajukan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan 
(SP2LP) pada tanggal 11 September 1997. Panitia Pengadaan Tanah 
mengadakan Jasa Konsultasi Appraisal (penaksiran) tanah. 
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Tujuan Penyusunan Penilaian Harga Tanah adalah untuk mengetahui 
nilai nyata/harga pasar setempat untuk tanah yang terkena proyek jalan tol 
Gempol-Pandaan sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 
musyawarah dengan pemilik tanah. 
Tim ini bertugas untuk mencari harga tanah pada trase Jalan Tol Gempol-
Pandaan dengan: 
- Panjang jalan tol  : +/- 14   Km 
- Luas   : +/- 100,7  Ha   
- Jumlah kecamatan  :       4   Kecamatan 
- Jumlah Desa/kelurahan :       13  Desa/Kelurahan 
- Jumlah Bidang  : +/- 1.600  Bidang 
yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur berdasarkan data 
lapangan yang antara lain melingkupi harga NJOP, hasil wawancara dengan 
masyarakat/Pemda/Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta lainnya 
sehingga nilai yang dihasilkan dapat dipetanggung jawabkan. 
Penilaian harga tanah dilakukan dengan menerapkan 
pendekatan/approach ataupun Metode Penilaian yang sesuai, yaitu sebagai 
kombinasi dari pendekatan berikut: 
a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
b. Pendekatan perbandingan data pasar (market data approach) untuk 
melaksanakan penilaian tanah. 
Dalam melakukan penilaian harga tanah dilakukan dengan metode 
sampling dengan sekitar +/- 1.600 pemilik tanah yang ada dan dilakukan 
pendekatan perbandingan NJOP dan Data Pasar. Melalui metode ini, nilai 
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tanah ditentukan terutama berdasarkan pada perbandingan terhadap data 
transaksi jual beli atau informasi penawaran jual. 
Penyesuaian akan dilakukan terhadap faktor yang dapat mempengaruhi 
nilai seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 antara lain: 
a. Lokasi tanah 
b. Jenis hak atas tanah 
c. Status penguasaan tanah 
d. Peruntukan tanah 
e. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencan tata ruang wilayah 
f. Prasarana yang tersedia 
g. Fasilitas dan utilitas 
h. Lingkungan 
i. Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah 
j. Waktu transaksi/penawaran 
Pada penilaian ini dilakukan upaya pemeriksaan zoning, bukan hanya 
sebagai yang tampak di lapangan, tetapi juga pengecekan pada Dinas Tata 
Kota/kantor PBB setempat. 
Apabila di lapangan tidak dijumpai adanya transaksi tanah sebagai data 
pembanding, maka nilai tanah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan 
atas harga pasar tanah di lingkungan tersebut yang diperoleh dengan 
menganalisis penawaran tanah di lingkungan sekitarnya yang sebanding dan 
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informasi lain yang dapat dipergunakn dan dapat dianggap relevan serta dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Dalam penilaian ini, beberapa istilah yang jelas akan diterapkan sesuai 
dengan tujuan penilaian, di antaranya adalah Nilai Pasar. Nilai pasar adalah 
perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari 
transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset, antara pembeli yang 
berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi 
bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dan kedua pihak 
masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dn tanpa paksaan. 
Proses penilaian harga tanah terdiri dari berbagai tahapan sejak verifikasi 
data berdasarkan penugasan, sampai pada terbitnya laporan penilaian dan 
penyampaian laporan tersebut kepada pemberi tugas. 
Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Perumusan penugasan, mencakup: 
1). Tujuan Penilaian Harga Tanah 
2). Tanggal Penilaian 
3). Identifikasi Jenis Volume 
4). Penentuan dasar penilaian 
5). Definisi nilai 
b. Perencanaan pelaksanaan pekerjaan penilaian, mencakup: 
1). Data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder 
2). Sumber perolehan data 
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3). Kualifikasi tenaga penilai dan jumlah penilai yang diperlukan, serta 
lamanya waktu kerja 
4). Penyusunan jadwal alokasi penilai, penugasan, terkait dengan waktu 
yang tersedia 
5). Penyusunan Pedoman Kerja (Job Description) 
6). Pengorganisasian pelaksana pekerjaan 
c. Pengumpulan data, mencakup: 
1). Data utama/primer yang berkenaan dengan aktiva yang dinilai 
2). Data sekunder berupa data pendukung 
3). Data pasar pembanding, diperoleh langsung di lapangan, dengan 
seleksi atas kesebandingannya 
d. Pemeriksan fisik lahan, mencakup: 
1). Pemeriksaan/survey fisik tanah 
2). Pendataan keadaan lingkungan yang berkaitan dengan nilai tanah 
3). Keberadaan tanah, tanah kosong atau tanah dan bangunan di atasnya 
4). Pemeriksaan akan kemungkinan adanya hal-hal penting yang dapat 
berpengaruh kepada nilai tanah 
e. Analisis penilaian dan penentuan nilai, mencakup: 
1). Penyesuaian terhadap data banding 
2). Penentuan besarnya nilai pasar 
f. Penyusunan laporan, mencakup: 
1). Sistematika format laporan penilaian 
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2). Penyampaian laporan penilaian kepada pemberi tugas sesuai dengan 
penugasan 
3). Penentuan tanggal penilaian 
4). Penggunaan metode penilaian 
5). Uraian proses penilaian 
6). Pengungkapan yang dipandang perlu, bilamana ada 
7). Penerapan definisi Nilai 
8). Uraian lokasi dan aksesibilitas 
9). Uraian aspek teknis dan aspek legal objek penilaian 
 10).  Penjelasan keadaan lingkungan 
 11).  Kesimpulan  
Tenaga Ahli yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan penaksiran 
penilaian harga tanah ini, yaitu: 
Tabel 7 Tenaga Ahli Penilaian Harga Tanah 








Ketua Tim/ Tenaga 
Ahli Senior 
Penilai/ Tenaga 
Ahli Madya (3) 
Penilai/ tenaga Ahli 
Muda (3) 
S1 (10 tahun) 
 
S1 (> 5 tahun) 
 











Sumber: Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-
Pandaan, Juni 2005 
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Dalam pelaksanaan penaksiran penilaian harga tanah ini juga dibutuhkan 
tenga pendukung, yaitu: 
Tabel 8 Tenaga Pendukung Penilaian Harga Tanah 
No. Tenaga Unit Kuantitas 
1. Tenaga Administrasi MM 1 
Sumber: Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-
Pandaan, Juni 2005 
Jangka waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 1 
(satu) bulan kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai 
Bekerja oleh Pemberi Tugas. Dalam jangka waktu tersebut Konsultan 
diharuskan berkonsultasi seefektif mungkin dengan pemberi tugas. 
Masing-masing tenaga ahli yang dimaksud mempunyai tugas dengan 
uraian sebagai berikut: 
a. Tim Leader/Penanggung Jawab 
Adalah tenaga ahli dengan berpengalaman dalam melakukan penilaian 
selama 10 (sepuluh) tahun dengan tugas: 
1). Sebagai penilai dan penanggung jawab 
2). Menyusun strategi pelaksanaan, baik alokasi personil, peralatan kerja, 
cara penyelesaian pekerjaan, mempersiapkan dat base penilaian, 
mengkoordinasikan seluruh pekerjaan, dan memonitor pekerjaan serta 
mengevaluasi jalannya pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat 
diselesaikan tepat waktu dan mutu. 
b. Penilai 
Adalah tenaga ahli dengan berpengalaman dalm melakukan penilaian 
selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan tugas: 
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1). Melaksanakan pekerjaan penilaian, sesuai arahan Tim Leader, baik 
mempersiapkan survey lapangan, dilanjutkan dengan survey lapngan, 
pengumpulan data dan penyelesaian pekerjaan penilaian di kantor 
berdasarkan data yang terkumpul, baik data primer maupun data 
sekunder. 
2). Hadir dalam rapat internal pembahasan evaluasi hasil kerja secara 
bertahap. 
3). Mengarahkan juru gambar agar hasil gambar dapat menunjukkan 
keadaan yang benar, demikian bagian foto/dokumentasi. 
4). Dapat hadir mendampingi tim Leader untuk memberikan masukan-
masukan kepada Tim Leader dalam rapat koordinasi dengan pemberi 
tugas dan profesi lain terkait. 
Sebagai mana yang dipersyaratkan, penilai dan perusahaan jasa penilai 
harus memenuhi kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam Standar 
Penilai Indonesia (SPI 2002) dan Kode Etik Penilai, serta ketentuan dan 
perundangan yang berlaku, seperti dasar hukum pekerjaan penilai yaitu SK 
Menkeu No.57.KMK.107/1996 tanggal 6 Februari 1996 dan SK Menperidag 
No.594/MPP/Kep/VIII/2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha jasa 
Penilaian tertanggal 16 Agustus 2002. 
Konsultan penilai berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan 
sesuai dengan ruang lingkupnya, serta melaksanakan penyelesaian pekerjaan 
secara profesional serta terhindar dari benturan kepentingan dan harus 
menjaga kerahasiaan data-data dan hasil pekerjaan, dan bersedia menanda 
tangani Confidential Agreement, serta menyajikan laporan hasil penilaian 
yang objektif dan jelas, menuliskan pengungkapan yang dipandang perlu agar 




Pekerjaan penilai tidak disubkontrakkan ataupun dialihkan dan person in 
charge pada pekerjaan yang dimaksud tidak dapat diganti sampai dengan 
selesai penugasan kecuali ada persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas. 
Dalam penugasan dan pelaksanaan pekerjaan, pemberi tugas melalui Tim 
Counterpart yang dibentuk akan memenuhi kewajiban sebagai berikut: 
a. Memberikan daftar objek penilaian dengan spesifikasi teknis dan aspek 
legal yang cukup jelas. 
b. Mendampingi konsultan penilai baik untuk berdiskusi maupun di lapangan 
dan memberikan masukan-masukan yang relevan dari pembicaraan 
pembahasan. 
c. Menyediakan surat tugas bagi konsultan penilai untuk melaksanakan 
inspeksi lapangan. 
d. Melaksanakan pembayaran sesuai prestasi kerja konsultan dan sesuai 
dengan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak. 
Setelah penilaian harga tanah selesai dilakukan berdasarkan Kerangka 
Acuan Kerja/Term of Reference (TOR), maka kemudian dapat dilakukan 
musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian terhadap masyarakat 
pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena proyek Jalan Tol Gempol-
Pandaan. Musyawarah dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) 
Perpres Nomor 36 tahun 2005, yang berbunyi: 
Pasal 8 
(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum dilakukan melaui musyawarah dalam rangka memperoleh 
kesepakatan mengenai: 
a. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi 
tersebut. 
b. Bentuk dan besarnya ganti rugi. 
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Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 juga 
ditentukan bahwa musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang 
hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan 
dengan tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan Instansi Pemerintah atau 
pemerintah daerah yang memerlukan tanah, dalam hal ini adalah Departemen 
Pekerjaan Umum yang mempunyai suatu program yang dinamakan Program 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol. 
Musyawarah yang dilakukan antara masyarakat, Panitia Pengadaan 
tanah, dan Instansi Pemeritah atau Pemerintah daerah yang memerlukan 
tanah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, apabila dalam jumlah 
pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan untuk terselenggarnya 
musyawarah secara efektif, maka musyawarah dapat dilakukan antara Panitia 
Pengadaan tanah, Instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang 
memerlukan tanah, dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para 
pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka, 
dengan mencantumkan surat kuasa bermaterai cukup yang diketahui oleh 
Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan., seperti terdapat dalam ketentuan 
Pasal 9 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 36 Tahun 2005. 
Dalam suatu musyawarah penetapan ganti rugi atas tanah, pastinya akan 
terjadi suatu permasalahan, mengingat pelaksanaan pengadaan lahan bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum tidak ahnya melibatkan satu tangan 
saja, tetapi banyak pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak 
langsungterhadap proyek tersebut. Maka apabila dalam musyawarah tersebut 
nantinya timbul ketidak sepakatan, Panitia Pengadaan Tanah akan 
menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian dan menitipkan anti rugi 
uang kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah 
yang bersangkutan, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Perpres 
Nomor 36 Tahun 2005. 
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Apabila musyawarah tersebut telah dicapai kesepakatan antara 
pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
yang memerlukan tanah, panitia Pengadaan tanah mengeluarkan keputusan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan tersebut, 
dan pihak Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan 
tanah dapat melanjutkan kembali pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum yang dimaksud. 
C. Hambatan-hambatan Yang Ditemui Dalam Proses Pengadaan Lahan Proyek 
Jalan Tol Gempol-Pandaan dan Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk 
Mengatasi Hambatan-hambatan Tersebut 
Dalam pelaksanaan pengadaan lahan bagi pembangunan Jalan Tol Gempol-
Pandaan, juga terdapat berbagai hambatan yang mengganggu jalannya proses 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak 
H. Jadi P. Utomo, salah satu staf Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan 
Tol Gempol-Pandaan Departemen Pekerjaan Umum, ”dalam proses pengadaan 
lahan untuk Jalan Tol Gempol-Pandaan ini, terjadi banyak kendala yang 
menghambat, sebagaimana proyek pemerintah lainnya, padahal pada awal 
dimulainya proses pengadaan lahan ini, proyek Gempol-Pandaan menjadi contoh 
atau acuan bagi proyek jalan tol lainnya yang juga sedang digarap, namun karena 
pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, yang membawa kepentingan masing-
masing, yang saling berbenturan satu sama lainnya, dan merasa ikut terlibat, maka 
proyek ini pun menjadi terhambat”, (wawancara dengan Bapak H. Jadi P. Utomo, 
di Kantor Pelaksana Operasional Jalan Tol Gempol-Pandaan, Pasuruan 12 Januari 
2006). 
Dari hasil wawancara tersebut, kemudian disimpulkan bahwa hambatan yang 




1. Setelah hasil inventarisasi/pendataan diumumkan di Desa/Kelurahan, 
Kecamatan bahkan di sekretariat Panitia Pengadaan Tanah, ternyata banyak 
masyarakat/pemilik tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada 
di atasnya mengajukan komplain/keberatan karena tidak puas terhadap hasil 
pengumuman tersebut. Karena masih ada yang belum didata, salah ukuran 
atau jumlah, antara lain : luas tanah yang masih kurang puas, luas bangunan 
kurang, jumlah tanaman kurang, dan lain sebagainya. 
2. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 15 tentang perhitungan besarnya ganti 
rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai 
nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan 
penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk Panitia 
Pengadaan Tanah. Panitia Pengadaan Tanah bersikap sangat hati-hati karena 
NJOP dengan harga pasaran tanah setempat sangat jauh berbeda bahkan 
sampai 500%-700% sehingga pelaksanaan musyawarah tetap menunggu hasil 
Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah dimaksud. 
3. Musyawarah dilakukan selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari 
kalender, yang dapat berarti bahwa pelaksanaan musyawarah dapat berjalan 
tergesa-gesa, bahkan akan muncul kesan dipaksakan harus segera berakhir 
dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari, atau jika tidak, persoalan 
yang muncul nantinya dalam musyawarah diselesaikan lewat jalur pengadilan, 
yang dikhawatirkan hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Dengan 
demikian, proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum pembangunan 
Jalan tol Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan baru dilaksanakan sebatas 
tahap persiapan musayawarah (pra musyawarah). 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
pengadaan lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan, menurut Bapak H. Jadi P. 
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Utomo, salah satu staf Pelaksana Operasional Jalan Tol Gempol-Pandaan 
Departemen Pekerjaan Umum, dilakukan berbagai upaya yaitu: 
1. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan mengadakan 
inventarisasi/pendataan ulang bagi masyarakat yang berkeberatan terhadap 
ukuran-ukuran atau jumlah yang dianggap oleh mereka tidak sesuai 
dengan kenyataan. 
2. Saat ini Panitia Pengadaan Tanah sedang mengadakan lelang untuk Tim 
Penilai Harga Tanah. Kemungkinan hasil Tim Penilai Harga Tanah baru 
dapat diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah akhir bulan Maret 2006, 
yang berarti akan semakin memundurkan jadwal pembangunan Jalan tol 
Gempol-Pandaan. 
3. Pihak Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-
Pandaan dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan tetap 
menunggu hasil Tim Penilai Harga Tanah untuk kemudian melaksanakan 
musyawarah dengan prosedur seperti tercantum dalam Perpres Nomor 36 
tahun 2005. Pihak Pelaksana Operasional pengadaan Jalan Tol Gempol-
Pandaan tidak berani mengambil resiko untuk bertindak gegabah, karena 
proyek ini melibatkan banyak pihak yang berkepentingan langsung dan 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
ll
1. Rencana Penerusan Jalan Tol Gempol-Pandaan dimulai pada saat PT Jasa 
Marga (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara 
jalan tol mengajukan permohonan untuk melakukan Kerjasama 
Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan PT Margabumi 
Matraraya melalui surat No. AA.PB2.1143 tanggal 8 Maret 1996 kepada 
Menteri Pekerjaan Umum. Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum melalui 
surat No. IK.0102-MN/114 tanggal 23 Maret 1996 kepada direksi PT Jasa 
Marga (Persero) menyetujui usulan kerja sama penyelenggaraan Jalan Tol 
Gempol-Pandaan melalui kerja sama Usaha Patungan (Joint Venture) dengan 
PT Margabumi Matraraya yang diberi nama PT Margabumi Adhikaraya. 
Sebagai tindak lanjut penerusan ruas jalan tol tersebut dikeluarkan 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 283/KPTS/1997 tanggal 10 Juli 
1997, tentang Penyerahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-
Pandaan kepada PT Jasa Marga (Persero) dan Pemberian Ijin Kerja Sama 
Penyelenggaraan Jalan Tol kepada PT Jasa Marga (Persero) dengan PT 
Margabumi Adhikaraya. Selanjutnya PKP (Perjanjian Kuasa 
Penyelenggaraan) antara PT Jasa Marga (Persero) dengan PT Margabumi 
Adhikaraya dalam Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan, telah ditanda 
tangani pada tanggal 19 September 1997. PT Margabumi Adhikaraya 
melalui suratnya No. 005/DIR/MA/IX/03 tanggal 10 Oktober 2003 kepada 
Bupati Pasuruan, mengajukan penawaran kepada Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan untuk ikut serta dalam investasi ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan 
dengan porsi saham Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar 20%-30%. 
Selanjutnya Bupati Pasuruan melalui suratnya No. 005/1553/424.087/2003 
tanggal 11 November 2003 kepada Direktur PT Margabumi Adhikaraya, 
menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan berminat untuk 
melakukan kerja sama/investasi terhadap rencana pembangunan Jalan Tol 
Gempol-Pandaan, dan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan No.12 
Tahun 2004 tanggal 28 Februari 2004, tentang Persetujuan Penggunaan 
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Dana Cadangan Mendahului PAK Tahun 2004 untuk Investasi 
Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan, telah menyetujui permohonan 
penggunaan dana cadangan mendahului PAK Tahun 2004 sebesar Rp 39 
Milyar untuk investasi pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan 
sistem pembelian saham. 
2. Tahapan pelaksanaan pengadaan lahan yang telah selesai dilaksanakan 
dalam pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan, sampai saat ini adalah : 
a. Sosialisasi, yang menjadi tahapan pertama yang harus dilakukan oleh 
Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan 
dengan melibatkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi untuk pengadaan lahan 
Jalan Tol Gempol-Pandaan ini dilaksanakan mulai tanggal 12 April 2005 
sampai dengan tanggal 29 April 2005, yang bertempat di balai desa 
masing-masing.  
b. Inventarisasi, merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah, di 
mana untuk ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan dilakukan oleh Panitia 
Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan. Keberadaan Tim Konsultan 
dalam kegiatan ini hanya bersifat membantu mempercepat selesainya 
pelaksanaan inventarisasi tersebut dan mendampingi pihak Pelaksana 
Operasional Pengadaan Lahan untuk Jalan Tol Gempol-Pandaan dalam 
hal memonitor jalannya inventarisasi agar jalannya hasilnya sesuai 
dengan apa yang ada di lapangan. Dalam pelaksanaan inventarisasi 
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan membentuk Tim Teknis 
yang berasal dari Instansi Teknis yang bertanggung jawab di bidangnya 
dengan pembagian pelaksanaannya sebagai berikut: 
1). Pelaksanaan inventarisasi untuk bidang tanah dan kepemilikan tanah 
adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan. 
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2). Pelaksanaan inventarisasi untuk bangunan adalah Dinas Cipta Karya 
Kabupaten Pasuruan. 
3). Pelaksanaan inventarisasi untuk tanaman adalah Dinas Pertanian 
Kabupaten Pasuruan. 
4). Pelaksanaan inventarisasi untuk jalan adalah Dinas Bina Marga 
Kabupaten Pasuruan. 
5). Pelaksanaan inventarisasi untuk saluran adalah Dinas Pengairan 
Kabupaten Pasuruan. 
Daftar inventarisasi yang telah ditanda tangani oleh seluruh Panitia 
Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan diumumkan oleh Panitia 
Pengadaan Tanah di desa-desa yang terkena proyek Jalan Tol Gempol-
Pandaan, BPN, serta di Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah. 
Pengumuman dilaksanakan selama 1 bulan penuh, dan masyarakat diberi 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyanggah apabila ada hal 
miliknya yang tidak sesuai. 
Inventarisasi yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional Pengadaan 
Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan yang didampingi oleh Tim Teknis 
instansi yang terkait di Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi pembangunan 
jaln tol tersebut, dimaksudkan untuk memdapatkan gambaran yang jelas 
mengenai lokasi pembangunan yangdisesuaikna dengan Definitive Plan 
yang telah disusun. Inventarisasi ini sebagai bagian dari proses 
pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61  ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa 
”Pemerintah melaksanakan pengadan tanah untuk pembangunan jalan tol 




c. Pra Musyawarah, di mana sebelum melaksanakan tahapan musyawarah 
penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian, terlebih dahulu dilakukan 
pra musyawarah, sebagai persiapan pelaksanaan musyawarah. Dalam 
melakukan musyawarah diperlukan acuan harga selain Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut diperlukan 
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, yang mengacu pada Kerangka 
Acuan Kerja/Term of Reference (TOR), yang dibuat pada saat 
Departemen Pekerjaan Umum mengajukan Surat Persetujuan Penetapan 
Lokasi Pembangunan (SP2LP) pada tanggal 11 September 1997. Panitia 
Pengadaan Tanah mengadakan Jasa Konsultasi Appraisal (penaksiran) 
tanah. Tujuan Penyusunan Penilaian Harga Tanah adalah untuk 
mengetahui nilai nyata/harga pasar setempat untuk tanah yang terkena 
proyek jalan tol Gempol-Pandaan sehingga dapat digunakan sebagai 
acuan untuk melakukan musyawarah dengan pemilik tanah. Dalam 
melakukan penilaian harga tanah dilakukan dengan metode sampling 
dengan sekitar +/- 1.600 pemilik tanah yang ada dan dilakukan 
pendekatan perbandingan NJOP dan Data Pasar. Melalui metode ini, 
nilai tanah ditentukan terutama berdasarkan pada perbandingan terhadap 
data transaksi jual beli atau informasi penawaran jual. Pada penilaian ini 
dilakukan upaya pemeriksaan zoning, bukan hanya sebagai yang tampak 
di lapangan, tetapi juga pengecekan pada Dinas Tata Kota/kantor PBB 
setempat. Apabila di lapangan tidak dijumpai adanya transaksi tanah 
sebagai data pembanding, maka nilai tanah akan ditentukan berdasarkan 
pada perkiraan atas harga pasar tanah di lingkungan tersebut yang 
diperoleh dengan menganalisis penawaran tanah di lingkungan 
sekitarnya yang sebanding dan informasi lain yang dapat dipergunakn 
dan dapat dianggap relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. 
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3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pengadaan lahan proyek 
Jalan Tol Gempol-Pandaan, yaitu : 
a. Setelah hasil inventarisasi/pendataan diumumkan di Desa/Kelurahan, 
Kecamatan bahkan di sekretariat Panitia Pengadaan Tanah, ternyata 
banyak masyarakat/pemilik tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda 
lain yang ada di atasnya mengajukan komplain/keberatan karena tidak 
puas terhadap hasil pengumuman tersebut. Karena masih ada yang belum 
didata, salah ukuran atau jumlah, antara lain : ketidakpuasan masyarakat 
terhadap hasil pengukuran tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda 
yang ada di atasnya. 
b. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 15 tentang perhitungan besarnya 
ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai 
nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan 
berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk 
Panitia Pengadaan Tanah. Panitia Pengadaan Tanah bersikap sangat hati-
hati karena NJOP dengan harga pasaran tanah setempat sangat jauh 
berbeda bahkan sampai 500%-700% sehingga pelaksanaan musyawarah 
tetap menunggu hasil Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah dimaksud. 
c. Musyawarah dilakukan selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari 
kalender, yang dapat berarti bahwa pelaksanaan musyawarah dapat 
berjalan tergesa-gesa, bahkan akan muncul kesan dipaksakan harus 
segera berakhir dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari, atau 
jika tidak, persoalan yang muncul nantinya dalam musyawarah 
diselesaikan lewat jalur pengadilan, yang dikhawatirkan hanya akan 
menguntungkan salah satu pihak saja. Dengan demikian, proses 
pengadaan lahan untuk kepentingan umum pembangunan Jalan tol 
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Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan baru dilaksanakan sebatas tahap 
persiapan musayawarah (pra musyawarah). 
Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang timbul tersebut adalah: 
a. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan mengadakan 
inventarisasi/pendataan ulang bagi masyarakat yang berkeberatan 
terhadap ukuran-ukuran atau jumlah yang dianggap oleh mereka tidak 
sesuai dengan kenyataan. 
b. Saat ini Panitia Pengadaan Tanah sedang mengadakan lelang untuk Tim 
Penilai Harga Tanah. Kemungkinan hasil Tim Penilai Harga Tanah baru 
dapat diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah akhir bulan Maret 2006, 
yang berarti akan semakin memundurkan jadwal pembangunan Jalan tol 
Gempol-Pandaan. 
c. Pihak Pelaksana Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-
Pandaan dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Pasuruan tetap 
menunggu hasil Tim Penilai Harga Tanah untuk kemudian melaksanakan 
musyawarah dengan prosedur seperti tercantum dalam Perpres Nomor 36 
tahun 2005. Pihak Pelaksana Operasional pengadaan Jalan Tol Gempol-
Pandaan tidak berani mengambil resiko untuk bertindak gegabah, karena 
proyek ini melibatkan banyak pihak yang berkepentingan langsung dan 
tidak langsung.  
 
B. SARAN 




1. Hendaknya para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan bagi 
pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan yang terdiri dari Pelaksana 
Operasional Pengadaan Lahan Jalan Tol Gempol-Pandaan, Panitia 
Pengadaan Tanah Kabupaten pasuruan, serta Investor beserta Konsultan 
bersikap kooperatif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing demi 
suksesnya proses pengadaan lahan bagi pembangunan jalan tol tersebut. 
2. Karena proyek ini melibatkan masyarakat banyak layaknya proyek 
pemerintah lainnya, maka agar tidak menimbulkan preseden buruk, pro dan 
kontra di kalangan masyarakat, hendaknya para pihak yang terlibat dalam 
proses pengadaan lahan tersebut melibatkan masyarakat secara lebih dalam 
agar masyarakat bersikap proaktif dan tidak merasa dirugikan dengan adanya 
proyek tersebut seperti diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang pada butir a menjelaskan bahwa 
masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam 
rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. 
3. Permasalahan yang terjadi mengenai penafsiran peraturan dalam pelaksanaan 
pengadaan lahan ini, terutama mengenai Perpres Nomor 36 Tahun 2005, 
hendaknya didiskusikan secara lebih intensif di antara para pihak yang 
terlibat agar tidak terjadi analogi atau penafsiran ganda yang dapat 
mengakibatkan ketidak sesuaian penerapan. 
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